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GUBERNUR PAPUA BARAT

FPERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang . &, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah maka Organisasi dan Tata Keria Sekretariat
Daerah Provinsi Papua Barat telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2009 dan telah
diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat
Tahun 2008 Nomor 32:

b. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan satuan
keria Sekretariat Daerah Provinsi Papua Baral guna mencapai
dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan masyarakal, maka periu
ditetapkan nncian tugas dan tata kerja sekretariat daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka periu ditetapkan dengan Peraturan
' Gubernur Papua Barat,

L

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom
di Propinsi Inan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 2907);
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2. Undang-Undang Nomar 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

Undang-Ul:ldang Momor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawalan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999

Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 3890);

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
MWomar 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang
MNomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi

Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomar 4884):

. Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 MNomor 125 Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

. Undang-Undang Momar 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeritahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Peraturan Pemernintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4583).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemernintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi tan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 MNomor B2, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomer 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu_n
2007 Momor B9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741},

[



9. Peraturan Mar_ueri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah:

10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2009

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Papua Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

i BAS |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan
1. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Gubernur adaiah Gubernur Papua Barat.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
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Rincian tugas adalah sekumpulan pekerjaan tertentu yang diserahkan kepada unit
tertentu untuk dilaksanakan oleh para pemangku jabatan sesuai dengan batas-batas
kewenangan jabatan yang dimilikinya.

6. Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis, tahap demi
tahap sebagal pedoman pelaksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka
penyelesaian sehiap pekerjaan.

7. Sekretariat Daerah adalah satuan dan unit kerja yang memuat jabatan-jabatan yang

ada pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat.

B. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unit kerja yang memuat
jabatan-jabatan yang ada pada Sekretariat Dewan Perwakilan E!.aky“at Daerah
Frovinsi Papua Barat.

4. Satuan Kena adalah perangkat daerah yang berada di lingkungan Pemerintah
Provinsi Papua Barat. =

10.Staf Ahli Gubernur adalah Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua Barat yang
mempunyai tugas khusus yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan
perundang-undangan

11.Unit Kerja adalah bagian dan satuan kerja Perangkal Daerah yang melaksanakan
tugas tertentu Perangkat Daerah,



I

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalzh kelompek jabatan-jabatan yang didasarkan

pada keahlian dan atau keterampilan, yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
unit kerja;

BAB I

RINCIAN TUGAS
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu
SUSUNAN ORGANISAS]

Pasal 2
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari
Sekretans Daerah:
Asisten Sekretaris Daerah:
Birg,
Bagian;
Sub Bagian:
Kelompok Jabatan Fungsional
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Bagian Kedua
SEKRETARIS DAERAH

Pasal 3
(1) Sekretaris Daerah mempunyai fungsi menyusun kebijakan, mengkoordinasikan,
memantau, mengarahkan, menetapkan, menyelenggarakan dan membina
administrasi dan aparatur pemerintah daerah.

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris

Daerah mempunyai rincian {ugas sebagai berikut

a. menetapkan rencana dan pregram kerna;

b. membantu Gubemur menyusun sasaran dan kebijakan umum serta membina
keharmonisan hubungan kerja dengan SKPD, Pemerintah Kabupaten/Kota,
Pemerintah Pusat dan dengan stake hoider lainnya;

c. menyelenggarakan  koordinasi, penetapan sesan  kebijakan  umum
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;

d menetapkan kebijakan teknis secara proporsional pelaksanan tugas-tugas
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;

&. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi, melaksanakan pembinaan
fasilitasi dan koordinasi untuk kelancaran penyelenggaraan roda pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat;

i, memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, RAPED, Perubahan
APBD dan tugas-tugas administrasi dan pelayanan lainnya;

&



g, mengarahkan, membina dan mengevaluasi kinerja SKPD dan melaksanakan
koordinasi kegiatan Instansi Vertikal guna tercipta sinkronisasi penyelenggaraan
tugas pemernintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat:

h. membina dan mengevaluasi kinerja bawahan,

1. mengkoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;

| melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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{3) Sekretaris Daesrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan
a. Asisten Bidang Pemerintahan;
b. Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;
¢. Asisten Bidang Administrasi,

Bagian Ketiga
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN

Pasal 4
{1} Asisten Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi menyusun program,
mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis, membina, mengarahkan dan
melaksanakan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan otonomi
daerah sera tugas dan fungsi SKPD sesuai pembidangan koordinasi,

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Bidang
Pemerintahan mampunyai rincian tugas sebagai benkut ;
a. menyusun rencana dan program kerja,
b. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan fasilitasi
penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup tugas dan fungsi SKPD sesuai
ndang koordinasi;

c. memimpin rapat koordinasi sesuai pembidangan tugas pokok dan fungsi SKPD,

d_ memberi telaahan stal kepada pimpinan untuk mendapat petunjuk;

e mengarahkan, membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan dalam
pelaksanaan tugasnya;

. menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan
tugas;

g mgngkﬂurdinasjhan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
pemefintahan:

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (3) Asisten Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membpawahkan : o
a. Biro Pemernintahan,
B Biro Hukum;
¢. Biro Humas dan Protokol.

! L



Paragraf 1
BIRO PEMERINTAHAN

Pasal 5

{1} Biro Pemenntahan mempunyai fungsi menyusun program, mengkoordinasikan,
mengevaluasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan
umum, otonomi daerah, pengembangan daerah maupun pembinaan otonomi
kampung

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro
Pemenntahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

=]
b.
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menetapkan rencana dan program kerja;

mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan menyiapkan perumusan
kebijakan pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan umum, otonomi
daerah, pengembangan daerah dan pembinaan otonomi kampung;

memfasilitasi penyelesaian konflik batas wilayah antar kabupaten/kota maupun
distrik;

menyusun laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah;
koordinasi dan fasilitasi pemilihan kepala daerah;

koordinasi menyusun penaksiran nilai tanah dengan menetapkan bentuk dan
besarnya ganti rugi tanah sekaligus pembayaran ganti rugi dan fasilitasi
penyelesaian pelaporan kepemilikan hak adat;

merehcanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan
mengevaluas: pembinaan administratif penyelenggaraan tugas-tugas di bidang
pemerintahan umum, otonomi daerah, pengembangan daerah dan pembinaan
otonomi kampung;

merencanakan dan mengkoordinasikan, merumuskan dan menyiapkan petunjuk
teknis penyelenggaraan tugas-tugas di bidang pemerintahan umum, otonomi
daerah, pengembangan daerah dan pembinaan otonomi kampung,
menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi penyelenggaraan tugas-
tugas di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pengembangan daerah
dan pembinaan otonomi kampung;

merumuskan kebijakan teknis kerjasama antar daerah secara proporsional;
melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi tugas bawahan
agar berjalan secara maksimal;

memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas,

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
kariar diantaranya memberi penilaian DP3;

memberi pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan,

membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; ~~

melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh atasan.

(3) Biro Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :

oo BTom

Bagian Pemerintahan Umum;
Bagian Otonomi Daerah;
Bagian Pengembangan Daerah,

. Bagian Pembinaan Otonomi Kampung.



BAGIAN
PEMERINTAHAN UMUM

Pasal 6

(1) Bagian Eemgrfnrahan Umum  mempunyai fungsi menyusun program,
mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan
menyelenggarakan kegiatan pemerintahan umum.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian
Pemenntahan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a,
b.

o

p.

menyusun rencana dan program kerja;

merencanakan dan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis pembinaan pemerintahan umum, telaahan teknis penyelesaian konfiik
batas wilayah;

mengorganisasikan, melaksanakan pengumpulan bahan evaiuasi pemberian
fasilitazsi penyelenggaraan pemerintahan umum, penyusunan laporan
pelaksanaan pemerintahan daeah;

mengkoordinasikan dan menyusun kegialan pengembangan pemerintahan
umum secara terarah, terencana dan terkendali termasuk fasilitasi pilkada;
merencanakan, mengendalikan dan mensistimatisasikan penyiapan bahan
penyelenggaraan pemerintahan umum berupa penaksiran nilai tanah dan
besarnya ganti rugi dan pelepasan hak adat;

penyelenggaraan forum rapat koordinasi pimpinan daerah (Muspida);

. melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

bawahan agar berjalan secara maksimal;

mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Sub Bagian di lingkungan
Bagian Pemernntahan Umum;

member pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan,

membern petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub
Bagian di lingkungan Bagian Pemerintahan Umum;

mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Pemerintahan
Umum sebagal bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya
membern penilaian DP3;

menghimpun data laporan, program dan menelaah permasalahan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pemerintahan umum:

. mengoreksi dan memberi paraf koordinasi naskah dinas yang dikelola di

lingkungan Bagian Pemerintahan Umum untuk diajukan kepada atasan;
memaniau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bagian
Pemerintahan Umum sebagai bahan penyusunan rencana dan program kera;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara periodik sebagai
bahan pertanggungjawaban;

melaksanakan tugas lain yang ciberikan oleh atasan? ~

{3} Bagian Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:

d.

Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,

b. Sub Bagian Pemerintahan Umum;

G,

Sub Bagian Tata Usaha Biro.



SUB BAGIAN
DEKONSENTRAS! DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 7
(1) Sub Bagian Qekunmntrasi dan Tugas Pembantuan mempunyai fungsi menyusun
bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan
pembinaan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mempunyai rincian tugas sebagai berikut -

2. menyusun rencana dan program kerja;

b. mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

¢. melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis pelaksanaan dekonsentrasi
dan tugas pembantuan,

d. melakukan keria sama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan
program laporan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan:

g menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan secara tepat dan terarah;

. menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

g. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan
dekonsenfrasi dan tugas pembantuan;

h. menyusun rencana dan langkah-tangksh pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

I membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

| menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
kaner diantaranya memberi penilaian DP3;

k. melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Pemerintahan;

| menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan fugas:

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN
PEMERINTAHAN UMUM

Pa=al 8
{1) Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan
kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan pemerintahan umum.

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian

Pemerintahan Umum mempunyai rincian tugas sebagai Berikut

a. menyusun rencana dan program kerja, '

b. mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan yang berkaitan

dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum,

¢. melaksanakan kegiatan telaghan dan kajian teknis pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan umum terkait dengan pembentukan, penghapqsan. perubahan
batas dan nama daerah, distrik, perubahan nama ibukota daerah
kabupatenfkota, distrik;
" melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan laporan
dan fasilitasi pilkada;,



menyusun rencana kerja dan pelaksanaan keqgi i
pen}rgiasaian konflik anlﬂ? kabupaten/kota, distnk; PRI DEDRHY Pbas
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
nrgar_'nsasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
penyiapan data penyelenggaraan forum rapat muspida;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Pemerintahan Umum;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya,
menilai prestasi kerja bawahan sebagal bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Pemerintahan:
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. a melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN
TATA USAHA BIRO

Pasal 9

{1) Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyal fungsi menyusun bahan perumusan
kebijjakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan
tata usaha biro.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Tata Usaha Biro mempunyai rincian tugas sebagai berikut

a.
b.

.

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi operasional fata usaha biro;

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis pelaksanaan tugas Sub
Bagian Tata Usaha Biro,

melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan laporan
kegiatan pembinaan tata usaha biro;

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan tata usaha biro secara tepat
dan terarah;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagal bahan koordinasi bagi
organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan penyelenggaraan tata usaha
biro;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Tata Usaha Biro,

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Pemerintahan; _
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



BAGIAN
OTONOMI DAERAH

Pasal 10

(1) Bagian l;:ltc:-nc:mi Daerah  mempunyai  fungsi  menyusun program,
mengkoordinasikan, membing, mengendalikan, mengevaluasi dan
menyelenggarakan kegiatan otonomi daerah.

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Otonomi
Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut

a8

b.

C.

n.

o

manyusun rencana dan program kerja;

merencanakan dan melaksanakan penyiapan bahan perumusan laporan
penyelenggaraan dan pertanggungjawaban perangkat daerah:
mengorganisasikan, melaksanakan pengumpulan bahan evaluasi pemberian
pelaporan sebagian urusan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota;

. mengkoordinasikan dan menyusun kegiatan pengembangan otonomi daerah

secara terarah, terencana dan terkendali;

merencanakan, mengendalikan dan mensistimatisasikan penyiapan bahan
penyelenggaraan otonomi daerah:

m&la}ksanal-:an pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar berjalan secara maksimal:

mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Sub Bagian di lingkungan
Bagian Otonomi Daerah,

memberi pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan;

memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub
Bagian di lingkungan Bagian Otonomi Daerah;

mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Otonomi
Daerah s=sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkuian diantaranya
member penilaian DP3;

menghimpun data laporan, program dan menelaah permasalahan yang berkaitan
dengan penyelengaraan otonomi daerah,

mengoreksi dan memberi paraf koordinasi naskah dinas yang dikelola di
lingkungan Bagian Otonomi Daerah untuk diajukan kepada atasan;

. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelasksanaan kegiatan Bagian

Otonomi Daerah sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja; ;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara periodik sebagai
bahan pertanggungjawaban;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Bagian Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
a. Sub Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah;

b

C.

Sub Bagian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan P&merintahan Kabupaten/Kota
dan Pelaporan Pemerintah Daerah;
Sub Bagian Perangkat Daerah.



/

SUB BAGIAN
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

Pasal 11

(1} Sub Efagie_m Penyelenggaraan Otonomi Daerah mempunyai fungsi menyusun bahan
koordinasi perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan
penyelehggaraan ctonomi daerah.

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Penyelenggaraan Otonomi Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.
b

C.

—

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan penyelenggaraan otonomi daerah;

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis penyeienggaraan otonomi
daerah;

melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan
program laporan pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah:

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan secara tepat dan terarah:
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait:
menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan
penyelenggaraan otonomi daerah;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Penyelenggaraan Otonomi Daerah,

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Pemerintahan,
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN
EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN/KOTA DAN PELAPORAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

(1) Sub Bagian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah mempunyai fungsi
menyusun bahan parumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan evaluasi

kinerja penyelenggaraan otonomi daerah,

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat “.}’ .Su.b Bagian
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :

Y

a8

b.

C.

menyusun rencana dan pragram kerja; )
mengumpulkan dan menganalisis data pelahsa_naan kegiatan yang barhahan!
dengan penyelenggaraan tugas-tugas evaluasi kinerja penyelenggaraan ctonomi

daerah;
melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis pelaksanaan tugas-tugas

evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah;

il



§
-

K.
I

m&r_al-cukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan laporan
kegiatan pembinaan eva;luasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah:
menyusun fencana kerla dan pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja
penyelenggaraan otonomi daerah secara tepat dan terarah:

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
arganisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait:
menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelaksanaan evaluas
kinerja penyelenggaraan otonomi daerah;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
evaluasi kinerja penyelenggaraan atonomi daerah:

mermbuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Pemerintahan;
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN
PERANGKAT DAERAH

Pasal 13

{1} Sub Bagian Perangkat Daerah mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan
kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan
pada Sub Bagian Perangkat Daerah.

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Perangkat Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berkut :

=

b.

2

menyusun rencana dan program kerna;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi Sub Bagian Perangkat Daerah;

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis pelsksanaan tugas Sub
Bagian Perangkat Daerah;

melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan laporan
kegiatan pembinaan perangkat daerah;

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah secara
tepat dan terarah;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagal bahan koordinasi bagi
organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
memberi masukan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan penyelenggaraan perangkat
daarah;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Perangkat Daerah;

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Pemerintahan;
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,

m. meiaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



BAGIAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Pasal 14

(1) Bagian Pengembangan Daersh mempunyai fungsi menyusun program,
mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan
mznyelenggarakan kegiatan pengembangan daerah.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Pengembangan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.
b.

c,

mn.

i

menyusun rencana dan program kera;

merencanakan, dan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis pembinaan pelaksanaan pengembangan daerah;

mengorganisasikan, melaksanakan pengumpulan bahan, mengevaluasi,
pemberian fasilitasi, penyelenggaraan kegiatan pengembangan daerah;
mengkoordinasikan dan menyusun kegiatan pengembangan daerah;
merencanakan, mengendalikan dan mensinkronisasikan penyiapan bahan
penyelenggaraan tugas pengembangan daerah;

melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar baerjalan secara maksimal;

mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Sub Bagian di lingkungan
Bagian Pengembangan Daerah;

memberi pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan;

memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub
Bagian di lingkungan Bagian Pengembangan Daerah;

mengevaluasi hasil kerija Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian
Pengembangan Daerah sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan
diantaranya memberi penilaian DP3;

menghimpun data laporan, program dan mengkajii/menelaah permasalahan yang
berkaitan dengan pengembangan daerah;

mengpreksi dan memberi paraf koordinasi naskah dinas yang dikelala di
lingkungan Bagian Pengembangan Daerah untuk diajukan kepada atasan;
memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bagian
Pengembangan Daerah sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara periodik sebagai
bahan pertanggungjawaban;

membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

{3) Bagian Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membawahkan ¢

a.
b.

c

Sub Bagian Pemekaran Daerah;
Sub Bagian Penataan Batas Daerah; e
Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Daerah,

SUB BAGIAN
PEMEKARAN DAERAH

Pasal 15

(1) Sub Bagian Pemekaran Daerah mempunyai fungsi menyusun pahan koordinasi
perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan pemekaran daerah.
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(2) Untuk meiaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Pemekaran Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

d.

b

C.

d

o

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemekaran daerah;

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis kegiatan pemekaran daerah:
melakukan kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka penyiapan laporan
Kegiatan pemekaran daerah;

menyusun rencana kKera dan pelaksanaan kegiatan pemekaran daerah secara
tepat dan terarah;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
arganisasi pemernintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
menyusun pedoman dan pelunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan
pemekaran daerah;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Pemekgran Daerah;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3,

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Pemerintahan;
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan perianggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN
PENATAAN BATAS DAERAH

Pasal 16

(1) Sub Bagian Penataan Batas Daerah mempunyai fungsi menyusun bahan
koordinasi perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan penataan batas
daerah.

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada _ayrat {1), Sub Bagian
Penataan Batas Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a
b

C

menyusun rencana dan program xeva; . _
mengumpulkan dan menganalisis dala pelaksanaan kegiatan yang berhubungan
dengan penyelenggaraan tugas-tugas pengembangan penataan batas daerah,
melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis pembinaan penataan batas
daerah kabupaten/kota dan distrik; _

melakukan kerjasama dengan instansi lerkait dalam ringka penyiapan laporan
kegiatan pembinaan penataan batas daarah;

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penataan Batas
Daerah secara tepat dan terarah; _ _ _
menylapkan data dan informasi secara lengkap sebagai hahanlhmrdbr:ras: bagi
organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelaksanaan
penataan batas daerah; . , :
menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian

Penataan Batas Daerah,
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membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya,
menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya membaeri penilaian DP3;

melakukan kefjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Pemerintahan;
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas:

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN
PENGEMBANGAN KAPASITAS DAERAH

Pasal 17

{1) Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Daerah mempunyai fungsi menyusun bahan
koordinasi perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan
pengembangan kapasitas dasrah.

(2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Pengembangan Kapasitas Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

d.
b.

L+

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data pelsksanaan kegiatan yang berkaitan
dengan kerjasama kegiatan pengembangan kapasitas daerah;

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis pengembangan kapasitas
daerah;

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan laporan
pelaksanaan pengembangan kapasitas daerah;

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan secara tepat dan terarah;
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
organisasi pemerintah dan swasta yang memgpunyai program kerja terkait;
menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan
pengembangan kapasitas daerah,

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Bagian
Pengembangan Kapasitas Daerah,

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya,
menilai prestasi keda bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Pemerintahan; _
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. rmelaksanakan tugas lain yang dibarikan oleh atasan.

i

BAGIAN
PEMBINAAN OTONOMI KAMPUNG

Pasal 18

(1) Bagian Pembinaan Otonomi Kampung mempunyai fungsi menyusun program,
mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mepgevaluas.l dan
menyelenggarakan kegiatan pengembangan pembinaan otonomi kampung.
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(2} Untuk‘ melaksanakan fungsi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), Bagian

Pembinaan Otonomi Kampung mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana dan program kerja;

b. merencanakan, dan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis pembinaan kerjasama dalam pembinaan otonomi kampung;

¢. mengorganisasikan, melaksanakan, pengumpulan bahan, mengevaluasi
pemberian fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pembinaan otonomi kampung;

d. mengkoordinasikan dan menyusun kegiatan pengembangan dan pembinaan
atonomi kampung dengan unit-unit kerja di lingkungan Biro Pemerintahan;

e merencanakan, mengendalikan dan mensinkronisasikan penyiapan bahan
penyelenggaraan pembinaan otonomi kampung;

. meiaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar berjalan secara maksimal;

g. mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Sub Bagian di lingkungan
Bagian Pembinaan Otonomi Kampung;

h. memben pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan;

.. memben petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub
Bagian di lingkungan Bagian Pembinaan Otonomi Kampung;

|- mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Pembinaan Otonomi
Kampung sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya
member penilaian DP3;

k. menghimpun data laporan, program dan menelaah permasalahan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pembinaan otonomi kampung,

I mengoreksi dan memberi paraf koordinasi atas naskah dinas yang dikelola di
lingkungan Bagian Pembinaan Otonomi Kampung untuk diajukan kepada
atasan,

m. memantau, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bagian
Pembinaan Otonomi Kampung sebagai bahan penyusunan rencana dan
program kerja,

n melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada stasan secara periodik sebagai
bahan pertanggungjawaban;

o, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

(3) Bagian Pembinaan Otonomi Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
membawahkan .
a Sub Bagian Bina Perangkat Kampung dan Kelurahan,
b. Sub Bagian Tata Pemerintahan Kampung dan Kelurahan;
¢. Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana Kampung dan Kelurahan.

SUB BAGIAN
' BINA PERANGKAT KAMPUNG DAN KEEWURAHAN

Pasal 19 _
1% Sub Bagian Bina Perangkat Kampung dan K&lurahanll:r‘lempunyai fungsi menyusun
& bahan 'i:mrdinas: perumusan kebijakan teknis tasilitasi dan penyiapan bahan
pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur/perangkat kampung dan kelurahan,

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), S:_.lh Bagian Bina
Perangkat Kampung dan Kelurahan mempunyai rincian tugas sebagal berikut

a. menyusun rencana dan program kerja;
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h.

i
).

K.
[

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan yang berkaitan
dengan Sub Bagian Bina Perangkat Kampung dan Kelurahan:

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis dalam rangka optimalisasi
perangkat kampung dan kelurahan;

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan
program dan laporan pemberdayaan perangkat kampung dan kelurahan:
menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan secara tepat dan terarah;
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
arganisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait:
menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Bina Perangkat Kampung dan Kelurahan;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Bina Perangkat Kampung dan Kelurahan;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
me_niiai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Pemerintahan:
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,

SUB BAGIAN
TATA PEMERINTAHAN KAMPUNG DAN KELURAHAN

Pasal 20

(1) Sub Bagian Tata Pemerintahan Kampung dan Kelurahan mempunyai fungsi
menyusun' bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan
pembinaan tata pemerintahan kampung dan kelurahan.

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata
Pemerintahan Kampung dan Kelurahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut ;

.

b.

-

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan tata pemerintahan kampung dan kelurahan |
melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis penyelenggaraan tata
pemerintahan kampung dan kelurahan;

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan laporan
hegiatan tata pemerintahan kampung dan kelurahan;

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan tata pemerintahan kampung
dan kelurahan secara tepat dan terarah;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan penyelenggaraan Sub Bagian
Tata Pemerintahan Kampung dan Kelurahan; _
menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Tata Pemenntahan Kampung dan Kelurahan;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penitaian DP3;

melakukan keriasama secara harmonis dalam lingkup Birc Pemerintahan;
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l

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sehagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas fain yang diberikan oleh atasan,

SUE BAGIAN
BINA SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG DAN KELURAHAN

Pasal 21

(1} Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana Kampung dan Kelurahan mempunyai
fungsi menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan
pembinaan di bidang Bina Sarana dan Prasarana Kampung dan Kelurahan.

(2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Bina

Sarana dan Prasarana Kampung dan Kefurahan mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:

a.

b

C.

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan yang berkaitan
dengan pengembangan sarana dan prasarana kampung dan kelurahan;
melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis pengembangan sarana dan
prasarana kampung dan keturahan;

. melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan

program dan laporan pengembangan sarana dan prasarana kampung dan
kelurahan,

menyusun rencana kena dan pelaksanaan kegiatan secara tepat dan terarah;
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagl
organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan penyelenggaraan Sub Bagian
Bina Perangkat Kampung dan Kelurahan;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Bina Sarana dan Prasarana;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Pemerintahan;
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan perianggungjawaban pelaksanaan lugas;

m melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

-

BIRDO HUKUM

Pasal 22

{1) Biro Hukum mempunyai fungsi menyusun program mangkpnrninasihan, membina,
mengendalikan, mengevaluasi dan menyelenggarakan kegiatan pengembangan di
bidang peraturan perundang-undangan kajian hukum, bantuan hukum serta
dokumentasi dan informasi hukum.
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]
(2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum dan
Crganisasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut |

a
b.

Im.

n.
#]

menetapkan rencana dan program kerja;

mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan menyiapkan perumusan
kebijakan pelaksanaan tugas-tugas di bidang peraturan perundang-undangan,
kafian hukum, bantuan hukum serla dokumentasi dan informasi hukum;
merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan
mengevaluasi pembinaan admiristratif penyelenggaraan tugas-tugas di bidang
peraturan  perundang-undangan, kajian  hukum, bantuan hukum seria
dokumentasi dan informasi hukum;

merencanakan dan mengkoordinasikan, merumuskan dan menyiapkan petunjuk
tekmis penyelenggaraan tugas-tugas di bidang peraturan perundang-undangan
kajian hukum, bantuan hukum seria dokumenatsi dan informasi hukum;
mengkoordinasikan penyelenggaraan penegakan HAM,

mengkoordinasikan  penyelsnggaraan bintek PPNS dan pembinaan
administrative PPNS;

mengkoordinasikan substansi materi penyusunan perdasi dan perdasus,
menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi penyelenggaraan tugas-
tugas di bidang peraturan perundang-undangan, kajian hukum, bantuan hukum
serta dokumentasi dan informasi hukum;

mengkaji, menganalisis dan merumuskan kebijakan teknis yang berkaitan
dengan penyusunan produk hukum daerah, kajian hukum, bantuan hukum serta
dokumentasi dan informasi hukum serta melaksanakan harmonisasi penyusunan
produk hukum daerah;

melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi produk hukum
daerah kabupatenfkota;

memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas,

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memben penilaian DP3;

memberi pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan,

membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,

(3} Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan !

a
b.
g
d.

Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
Bagian Kajian Hukum;

Bagian Bantuan Hukum;

Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

BAGIAN e
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 23

(1) Bagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai fungsi menyusun program,
mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengarahkan, mengevaluasi dan
menyelenggarakan kegiatan penyusunan p&rah_llralfl pan.rndang—unda‘ngan dan
produk hukum, peraturan, keputusan gubernur dan jenis produk hukum lainnya.
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{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Peraturan Perundang-Undangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a
b,

o

- -

m,
n

menyusun rencana dan program kerja;

merencanakan dan melaksanakan, penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis pembinaan kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan berupa
penyusunan perda, peraturan/keputusan gubernur dan lain-lain;
mengkoordinasikan, melaksanakan pengumpulan bahan, mengevaluasi
pemberian fasilitast penyelenggaraan penyusunan peraturan perundang-
undangan dan produk hukum daerah secara lebih bersinergi;

merencanakan, mengevaluasi, mengendalikan program dan kegiatan penyiapan
bahan penyusunan evaluasi produk hukum, peraturan perundang-undangan,
peraturan gubermur dan keputusan gubernur;

melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar berjalan secara maksimat;

melaksanakan koordinasi penyusunan substans: materi Perdasi dan Perdasus;
mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Sub Bagian di lingkungan
Bagian Peraturan Perundang-Undangan;

memberi pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan;

memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub
Bagian di lingkungan Bagian Peraturan Perundang-undangan;

mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Peraturan
Perundang-undangan sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan
diantaranya memberi penilaian DP3;

menghimpun data laporan, program dan menelaah permasalahan yang berkaitan
dengan masalah peraturan perundang-undangan;

mengoreksi dan memberi paraf koordinasi naskah dinas yang dikelola di
lingkungan Bagian Peraturan Perundang-undangan;

membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,

{3) Bagian Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
membawahkan -

2.

Sub Bagian Peraturan Daerah;

b. Sub Bagian Peraturan Gubernur;
c. Sub Bagian Keputusan Gubemur.

SUB BAGIAN
PERATURAN DAERAH

Pasal 24

(1) Sub Bagian Peraturan Daerah mempunyai fungsi fasfitasi dan penyiapan bahan
penyusunan pergturan daerah.

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Sub Bagian
Peraturan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.
b.

.

menyusun rencana dan program kerja, _
mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan penyusunan

peraturan daerah; )
melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian lekmis penyusunan produk hukum

daerah;
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melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan
program dan pelaksanaan peraturan daerah:

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan secara tepat dan terarah:
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait:

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Peraturan Daerah,

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Peraturan Daerah;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;

menila: prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3:

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Hukum:

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,

SUB BAGIAN
PERATURAN GUBERNUR

Pasal 25

{1) Sub Bagian Peraturan Gubernur mempunyai fungsi menyusun bahan, fasilitasi dan
penyiapdn bahan penyusunan peraturan gubermur.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Peraturan Gubermur mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.
b,
.

d.

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data penyusunan peraturan gubemur;
melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis penyiapan naskah peraturan
gubarnur,

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan draf
peraturan gubernur;

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan produk
hukum daerah secara tepat dan terarah;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kera terkait;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Peraturan Gubernur,

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian

Peraturan Gubernur; i
membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya,

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmaonis dalam lingkup Biro Hukum;

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



SUB BAGIAN
KEPUTUSAN GUBERNUR

Pasal 26

(1) Sub Bagian Keputusan Gubernur mempunyai fungsi menyusun bahan, fasilitasi dan
penyiapan bahan penyusunan keputusan gubernur,

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Keputusan Gubernur mempunyai rincian tugas sebagai berikut -

d.
b.

o

menyusun rencana dan program kerja;

mehgumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan penyusunan
naskah keputusan gubernur,

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis substansi naskah keputusan
gubernur,

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan konsep
keputusan gubernur;

. menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi

pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Keputusan Gubernur;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinsan staf lingkup Sub Bagian
Keputusan Gubernur,

membuat telaahan stal untuk diajukan kepada atasan sesual dengan bidang
tugasnya;

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Hukum;

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAGIAN
KAJIAN HUKUM

Pasal 27

(1) Bagran Kajian Hukum mempunyai fungsi menyusun program, mengkoordinasikan,
membina, mengendalikan, mengarahkan, mengevaluasi dan menyelenggarakan
kegiatan pengkajian dan pengawasan produk hukum daerah.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Kajian
Hukum mempunyai nncian tugas sebagai berikut : .

d.

b

[

menyusun rencana dan program kesja;

merencanakan dan melaksanakan, penviapan bahan perumusan kebijakan
teknis evaluasi raperda provinsi, kabupaten/kota,

mengkoordinasikan, melaksanakan pengumpulan bahan, mengevaluasi
pemberian fasilitasi penyelenggaraan pengkajisn dan pengawasan produk
hukum daerah:;

merencanakan, mengevaluasi, mengendalikan program dan kegiatan penyiapan
bahan penyelenggaraan pengkajian dan pengawasan produk hukum daerah;
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k

melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar berjalan secara maksimal di bidang penyuluhan dan tats hukum,
peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah:

melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar berjalan secara maksimal;

mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Sub Bagian di lingkungan
Bagian Kajian Hukum;

. memberi pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan,

memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub
Bagian di lingkungan Bagian Kajian Hukum:

mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Kajian Hukum
sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi
penilaian DPJ;

menghimpun data laporan, program dan menelaah permasalahan yang berkaitan
dengan masalah pengkajian dan pengawasan produk hukum daerah;
mengoreksi dan memberi paraf koordinasi naskah dinas yang dikelola di
lingkungan Bagian Kajian Hukum;

m. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

n

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Bagian Kajian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan -
a. Sub Bagian Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota;
b. Sub Bagian Penelitian dan Kajian Hukum,
¢. Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota.

SUB BAGIAN
EVALUAS]I RAPERDA KABUPATEN/KOTA

Pasal 28

{1} Sub Bagian Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota mempunyai fungsi menyusun bahan,
fasilitasi dan penyiapan bahan evaluasi raperda kabupaten/kata.

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Eavaluasi Raperda Kabupaten/Kota mempunyai rincian tugas sebagai berikut |

b.

C.

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan evaluasi raperda
kabupaten/kota;

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis pelaksanaan evaluasi raperda
kabupaten/kota,

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan
program dan pelaksanaan evaluasi raperda kabupasten/kota,

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan secara tepat dan terarah;
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;,

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Evaluasi Raperda
Kabupaten/Kota, :
menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan siaf lingkup Sub Bagian
Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota;

membuat telaahan staf untuk disjukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya,
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menilai prestasi kena bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerfjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Hukum;

menyusun faporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagail
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN
PENELITIAN DAN KAJIAN HUKUM

Pasal 29

(1) Sub Bagian Penelitian dan Kajian Hukum mempunyai fungsi menyusun bahan

perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan penelitian dan
pengkajian hukum

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Penelittan dan Kajian Hukum mempunyai rincian tugas sebagai berikut -

a
b.

G
d.

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpuikan dan menganalisis data pelaksanaan kegialan Peneliian dan
Pengkajian Hukum,

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis masalah hukum di daerah;
melakukan kerazama dengan instansi ferkait dalam rangka penyusunan
program Penelitian dan Pengkajian Hukum;

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan penelitian
dan pengkajian produk hukum daerah secara tepat dan terarah,

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bag
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

meanyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Peneiitian dan Pengkajian Hukum;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Penelitian dan Pengkajian Hukum;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerasama secara harmonis dalam lingkup Biro Hukum;

menvusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

*

SUB BAGIAN
PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

Pasal 30

(1) Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/tota merngunyai fungsi
menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan
pembinaan pengawasan produk hukum kabupaten/kota.
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{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota mempunyai rincian tugas sebagai

berikut :

a. menyusun rencana dan program kena;

b. mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan Pengawasan Produk
Hukum Kabupaten/Kota;

c. melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis Produk  Hukum

KabupateniKota,

d. melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan

rr.

kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota:

menyusun rencana kera dan pelaksanaan kegiatan pengembangan
pengawasan produk hukum kabupaten/kota secara tepat dan terarah;
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota:

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota:

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;

menjlai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Hukum;

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang tefah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAGIAN
BANTUAN HUKUM

Pasal 31

{1) Bagian Bantuan Hukum mempunyai fungsi menyusun program, mengoordinasikan,
membina, mengendalikan, mengarahkan, mengevaluasi dan menyelenggarakan
kegiatan bantuan hukum.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Bantuan
Hukum mampunyai rincian tugas sebagai berikul

a:

b.

G,

meanyusun rencana dan program kerja; -
merencanakan dan melaksanakan, penyiapan bahan perumusan substansi
perjanjian kerjasama (Mol); _
mengkoordinasikan, melaksanakan, pengumpufan bahan, mengevaluasi
pemberian fasilitasi penyelenggaraan kegiatan di bidang sengketa huhn_xrr;.
bantuan dan perlindungan hukum dan mengadministrasikan pembinaan penyidik
pegawai negeri sipil; )
merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi
penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang se!'rgk:eta hukum, bantuan
dan periindungan hukum dan penyidik pagawai negern sipil; _
melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar berjalan secara maksimal di I;idang_sgﬂgketa hukum, bantuan
dan perfindungan hukum dan penyidik pegawai neger sipil;
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n.
o

menghimpun data laporan, menelaah permasalahan yvang berkaitan dengan
penyelenggaraan bantuan hukum:

mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Sub Bagian di lingkungan
Bagian Bantuan Hukum:

memberi pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan:

member petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub
Ba%:an di lingkungan Bagian Bantuan Hukum:

menhgevaluasi hasil kera Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Bantuan
Hukum sebagai bahan pembinasan karier yang bersangkutan diantaranya
memberi penilaian DP3;

mengkoordinasikan pengembangan kerjasama dengan advokat untuk pemberian
pantuan hukum sesuai kebutuhan dan kompetensi:

memberi tefaahan staf terhadap pelaksanan tugas kepada atasan sebagai bahan
pertimbangan;

. mengoreksi dan memberi paral koordinasi naskah dinas yang dikelola di

lingkungan Bagian Bantuan Hukum
membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,

(3) Bagian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan

a.
b.

.

Sub Bagian Sengketa Hukum;
Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum;
Sub Bagian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

SUB BAGIAN
SENGKETA HUKUM

Pasal 32

{1) Sub Bagian Sengketa Hukum mempunyai fungsi menyusun bahan koordinasi
perumusan kebijakan teknis, fasiltasi dan penyiapan bahan pembinaan
penyelesaian sengketa hukum,

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Sengketa Hukum mempunyai rincian tugas sebagai berikut |

a
b.

C.

menyusun rencana dan program kerja, _
mengumpulkan dan menganalisis data perselisihan dan penyelesaian sengketa
hukum;

melaksanakan kegiatan telashan dan kajian teknis penyelesaian sengketa
hukurm,

melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka
menyelesaikan perselisihan dan sengketa hukum, “~

menyusun rencana kera dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
pengembangan sumber daya manusia/aparatur sengketa hukum; ‘ _
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait, )
menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaran kegiatan penyelesian
sengketa hukum; _
menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian

Sengketa Hukum,
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membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
Karier diantaranya memberi penilaian DP2:

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Hukum:

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN
SANTUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM

Pasal 33

{1) Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum mempunyai fungsi menyusun bahan
koordinasi perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan
bantuan dan perlindungan hukum.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Bantuan dan Perlindungan Hukum mempunyai rincian tugas sebagai berikut

a.
b.

it

Q.

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan bantuan dan
perlindungan hukurm;

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis bantuan dan perlindungan
hubum;

melaksanakan penyusunan peranjian kerasama;

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembernan bantuan
dan perlindungan hukum;

menyusun rencana kera dan pelaksanaan kegiatan penyiapan pelayanan
administrasi dan pembinaan PPNS;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemeriniah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait,

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan bantuan dan
perlindungan hukum;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Bantuan dan Perlindungan Hukum;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Birc Hukum;

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil 'yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,
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SUB BAGIAN
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 34
(1) Sub Eagign Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai fungsi menyusun bahan
koordinasi perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan
penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian

Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

& menyusun rencana dan program kera;

b. mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil;

c. melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis pemberdayaan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil;

d. melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan perda
dan produk hukum lainnya oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil:

e pelaksanaan penyidikan terhadap kasus pelanggaran perda dan produk hukum
lainnya;

f. menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan diklat bagi penyidik pegawai
negen sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku:

g. menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

h. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaran kegiatan Sub Bagian
Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

i menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Penyidik Pegawai Sipil;

j. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penitaian DP3;

k. melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Hukum;

. menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,

BAGIAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 315
{1) Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai fungsi menyusun program,
mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengarahkan, mengevaluasi dan
menyelenggarakan kegiatan pengembangan dokumenteei dan informasi hukum.

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai rincian tugas sebagai berikut .
a  menyusun rencana dan program kerja pelaksanaan dokumentasi hukum,
b. merencanakan dan mealaksanakan, penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis pembinaan kegiatan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum; -
c. mengkoordinasikan, melaksanakan pengumpulan hahan, pemberian fasilitasi
penyelenggaraan penyuluhan hukum dan sosialisasi produk hukum;
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m.
n

mengumpulkan bahan, penghimpun produk hukum daerah dalam buku lembaran
daerah dan berita daerah;

membenkan pelayanan dalam sistem jaringan deokumentasi dan informatika
hukum,

melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar berjalan secara maksimal;

mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Sub Bagian di lingkungan
Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;

memberi pertimbangan leknis pelaksanaan tugas kepada atasan,

memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub
Bagian di lingkungan Bagian Dokumentasi dan infonmasi Hukum;

mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Dokumentasi
Hukum dan Informasi Hukum sebagai bahan pembinaan karier yang
bersangkutan diantaranya memberi penilaian DP3;

menghimpun data laporan, program dan menelaah permasalahan yang berkaitan
dengan masalah dokumentasi dan informasi hukum;

mengoreksi dan memberi paraf koordinagsi naskah dinas yang dikelola di
lingkyngan Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;

membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

melaksanakan tugas lain yang diberikan aleh atasan.

(3) Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
membawahkan
a. Sub Bagian Penyuluhan Hukum;
b. Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
¢. Sub Sagian Tata Usaha Biro

SUB BAGIAN
PENYULUHAN HUKUM

Pasal 36

(1) Sub Bagian Penyuluhan Hukum mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan
kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan penyuluhan hukum,

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana d‘:mahsuq pada ayat (1), Sub Bagian
Penyuluhan Hukum mempunyal rincian tugas sebagal berikut :

a
b

c

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan penyuluhan
hukum, _ _

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis pembinaan dan penyuluhan
hukum, _ -

melakukan kerasama dengan instansi terkail dalam rangka pelaksanaan
penyuluhan hukum;, )

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pendataan sasaran

enyuluhan hukum; : , . _
ﬁ"lenyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan hn_:-nrdmas: bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kera terkait penyuluhan
hukum: % _
menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Penyuluhan Hukum;
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menyusun fencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagi
Penyuluhan Hukum: gkup Bagian

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugaknya;

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memben penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Hukum;

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas:

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN
DOKUMENTASI HUKUM

Pasal 37

{1) Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan
kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan dokumentasi hukum.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Dokumentasi Hukum mempunyai rincian tugas sebagai berikut

a

b.
e.

d.

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan bahan/produk hukum data untuk dijadikan dokumentasi hukum;
melaksanakan kegiatan {elaahan dan kajian teknis produk hukum yang
disosialisasikan;

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan produk
hukum daerah dalam buku lembaran daerah dan berita daerah;

menyusun rencana kera dan pelaksanaan kegiatan pengembangan
dekumentasi hukum secara tepat dan berkualitas;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Dokumentasi Hukum;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Dokumentasi Hukum;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya,

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Hukum, _
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasilyang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN
TATA USAHA BIRO

Pasal 3B

(1) Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan
kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan tata usaha biro.
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(2} Unluk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata
Usaha Biro mempunyai rincian tugas sebagai berikut -

menyusun rencana dan program kerja;

mencatat surat masuk dan surat keluar secara tertip:

mengolah surat menyurat biro sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan;

menyusun rencana kebutuhan perlengkapan biro, rencana anggaram dan

pengelolaan kepegawaian biro;

&. menyiapkan keperfuan dalam acara rapat internal biro;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian

Tata Usaha Biro;

g menyusun rencana dan langkah-fangkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Tata Usaha Biro;

h. membuat telaahan stal untuk diasjukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya,

I menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

. melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Hukum;

k. menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan perlanggungjawaban pelaksanaan tugas:

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

ooow

="

Paragraf 3
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

Pasal 39
{1} Bira Humas dan Protokal mempunyai fungsi menyusun  program,
mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan yang berhubungan dengan urusan hubungan dan penerangan
masyarakat, pemberitaan dan penerbitan, urusan |keprotokolan dan
penyelenggaraan dokumentasi,

{21 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Humas dan

Protokol mempunyai rincian tugas sebagai berikut

a. menetapkan rencana dan program kerja;

b. mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan menyiapkan perumusan
kebijakan pelaksanaan fugas-tugas di bidang hubungan dan penerangan
masyarakat, pemberitaan dan penerbitan, penyelenggaraan keprotokolan dan
layanan dokumentasi;

©. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan
meng?ualuasi pembinaan administratif penyelenggataan layanan hubungan dan
penerangan masyarakat, pemberitaan dan penerbitan, keprotokelan dan
dokumentasi; ‘

d merencanakan dan mengkocrdinasikan, merumuskan dan menyiapkan petunjuk
teknis penyelenggaraan layanan hubungan dan penarangan masyarakat,
pemberitaan dan penerbitan, kepratokolan dan dokumentasi; -

e menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi kebijakan pimpinan,

informasi kedatangan tamu-tamu pemda;
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n

"'F'IEHQHE]III. menganalisis dan meHyiapk_an jﬂdwal acara kuni B
ke daerah bawahan maupun pusat: unjungan kerja Pemda

melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan menagev .
i ' : aluas
agar berjalan secara maksimal: g | tugas bawahan

memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan
pelaksanaan tugas; untuk kelancaran

menilai prestasi kerja bawahan sebagal bahan pembinaan dan
- * m
karier diantaranya member penilzian DP3; i
memberi pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan:
membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi

bertindak sebagai juru bicara Pemda Provinsi Papua Barat setelah i
berkansu
dengan atasan dan berkoordinasi dengan SKPD terkait: -

- berkoordinasi menyiapkan Sambutan tertulis. rekaman pidato, wawancara

Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda sesuai dengan :
berlaku; gan petunjuk dan ketentuan yang

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Biro Humas dan Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :

a
b
c.
d.

Bagian Hubungan dan Penerangan Masyarakat:
Bagian Pemberitaan dan Penerbitan:

Bagian Protokal;

Bagian Dokumentasi.

BAGIAN
HUBUNGAN DAN PENERANGAN MASYARAKAT

Pasal 40

{1} Bagian Hubungan dan Penerangan Masyarakat mempunyai fungsi menyusun
kegiatan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengarahkan,
mengevaluasi dan menyelenggarakan kegiatan kehumasan.

(£) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Hubungan dan Penerangan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut ;

d
b

.

menyusun rencana dan program kerja,

merencanakan dan melaksanakan, penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis penyelenggaraan hubungan dan penerangan masyarakat,;
mengorganisasikan, melaksanakan pengumpulan bahan, mengevaluasi
pemberian fasilitasi penyelenggaraan penerangan masyarakat serta penyiapan
sarana media komunikasi,

merencanakan, mengevaluasi dan mengendalikan program pengembangan
komunikasi,

malaksanakan pembinaan, mengarahkan dan menggvaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar berjalan secara maksimal;

melaksanakan pembinaan, mengarahkan kegiatan pengembangan komunikasi
dan penyiapan sarana penerangan masyarakat;

mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Sub Bagian di lingkungan
Bagian Hubungan dan Penerangan Masyarakat;

memberi perimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan,

memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub
Bagian di lingkungan Bagian Hubungan dan Penerangan Masyarakat,



!

m.
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

{3} Bagian Hubungan dan Penerangan Ma
(1), membawahkan :

a.
b.

C.

mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bagian di lingkun i

gan Bagian H
dan F‘anemngan Masyarakat sebagai bahan p&mhinaang karieﬂbu;gan
bersangkutan diantaranya memberi penilaian DP3; e

menghimpun data laporan, program dan menelaah _
. permasalahan yan

mengoreksi dan memberi paraf koordinasi naskah dinas yang dikel i
' _ _ al
lingkungan Bagian Hubungan dan Fenenrangan Masyarakat; e R
membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

syarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

Sub Bagian Pengembangan Komunikasi:
Sub Bagian Penerangan Masyarakat:
SubtBagian Sarana Penerangan.

SUB BAGIAN
PENGEMBANGAN KOMUNIKASI

Pasal 41

(1) Sub Bagian Pengembangan Komunikasi mempunyai fungsi mengumpulkan dan
menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan guna
pengembangan media komunikasi.

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
FPengembangan Komunikasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.
b.
C.

d.

m.

menyusun rencana dan program kerja,

mengumpulkan dan menganalisis data pengembangan komunikasi;
melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis dengan instansi terkait dalam
rangka penyusunan pedoman pengembangan komunikasi;

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan laporan
kegiatan pengembangan komunikasi,

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan seria
penyebarluasan media komunikasi;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan kcordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait, .
menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Pengembangan Komunikasi; :
menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Pengembangan Komunikasi, _
membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya, -

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3J;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Humas dan Protokol;
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagal
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan fugas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh atasan.



, SUB BAGIAN
PENERANGAN MASYARAKAT

Pasal 42

(1) Sub Bagian Penerangan Masyarakat mempunyai fungsi menyusun bahan

perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bzhan pembinaan penarangan
masyarakat.

{£) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Penerangan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut -

a
b

L

menyusun rencana dan program kerja,

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan penerangan
masyarakat,

menyebarluaskan informasi hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan
materilbahan penerangan kepada masyarakat;

menyusun rencana kera dan pelaksanaan kegiatan secara tepat dan terarah:
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Penerangan Masyarakat,

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Penerangan Masyarakat,

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Umurm;

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,

SUB BAGIAN
SARANA PENERANGAN

Pasal 43

(1) Sub Bagian Sarana Penerangan mempunyai fungsi manyusun bahan perumusan
kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan sarana dan penerangan.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Sarana Panerangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

d
b

C.

d.

menyusun rencana dan program kera;

mengumpulkan dan menganalisis data penyediaan sarana panerangan, _
melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis tugas-tugas Sub Bagian
Sarana Penerangan; .

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyiapan sarana
penerangan, _

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan sarana
penerangan sesual kebutuhan;
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m.

menytapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait:

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyediaan sarana penerangan:
menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Sarana dan Penerangan:

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya,

mEniiai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmaonis dalam lingkup Biro Humas dan Protokal:
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan fugas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAGIAN
PEMBERITAAN DAN PENERBITAN

Pasal 44

(1) Bagian Pemberitaan dan Penerbitan mempunyai fungsi menyusun kegiatan,
mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengarahkan, mengevaluasi
menyebarkan pemberitaan dan menyediakan jasa penerbitan.

{2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Pemberitaan dan Penerbitan mempunyai rincian tugas sebagal berikut :

a
b

C.

P

menyusun rencana dan program kerja;

merencanakan dan melaksanakan, penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis pembinaan penyelenggaraan pemberitaan dan penerbitan media;
mengorganisasikan, melaksanakan pengumpulan bahan, mengevaluasi
pemberian fasilitasi pemberitaan hasil pembangunan dan pembinaan
masyarakat;

merencanakan, mengevaluasi, mengendalikan kegiatan pemberitaan pers agar
sesuai dengan kondor,

melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi  hasil
cetakan/penerbitan benta;

melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar berjalan secara maksimal;

mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Sub Bagian di lingkungan
Bagjan Pemberitaan dan Penerbitan;

memberi pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan;

memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bagian di lisgkungan Bagian Pemberitaan
dan Penerbitan sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya
memberi penilaian DP3;

menghimpun data laporan, program dan menelaah permasalahan yang berkaitan
hasil penerbitan/cetakan berita dan pemberitaan pers; )
mengoreksi dan memberi paraf koordinasi naskah dinas yang dikelola di
lingkungan Bagian Pemberitaan dan Penerbitan,

. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



{3) Bagian Pemberitaan dan Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membawahkan '
a. Sub Bagian Penyiaran dan Layanan Pers,
b. Sub Bagian Penerbitan;
c. Sub Bagian Sarana dan Prasarana

SUB BAGIAN
PENYIARAN DAN LAYANAN PERS

Pasal 45
(1) Sub Bagian F'e_nyiaran dan Layanan Pers mempunyai fungsi menyusun bahan
perumusan kebijakan teknis, fasilitasi pelaksanaan penyiaran dan layanan pers,

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian

Penyiaran dan Layanan Pers mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a menyusun rencana dan program kerja;

b mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegistan Sub Bagian

Penyiaran dan Layanan Pers;

c. melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis dengan instansi terkait dalam

rangka penyelenggaraan penyiaran dan layanan pers;

d. melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan

pengeiolaan mater penyiaran;

£. menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tenaga pers;

f menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi

pemetintah dan swasta dalam pengembangan pemanfaatan potensi daerah;

g. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian

Penyiaran dan Layanan Pers;
h. menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Penyiaran dan Layanan Pers;

i membuat telaahan staf untuk disjukan kepada atasan sesuai dengan bidang

tugasnya;

| menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan

karier diantaranya memberi penilaian DP3;

k melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Humas dan Protokol;
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan perianggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN
PENERBITAN -

Pasal 46
(1) Sub Bagian Penerbitan mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan kebijakan
teknis. fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan penerbitan sesuai kebutuhan.

(2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Sub Bagian
Penerbitan mempunyai rincian tugas sebagai berikut ©
a menyusun rencana dan program kera; I
b. mengumpulkan dan menganalisis beritafinformasi pemda yang akan diterbitkan;
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melaksanakan kegiatan telaahan dan kajlan teknis pembinaan dan
pengembangan bahan/materi penerbitan;

melakukan kerjasama dengan instansi terkail dalam rangka penyusunan
program dan kegiatan peningkatan kualitas penerbitan informasi:

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan secara tepat dan terarah;
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait:

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Penerbitan;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf fingkup Sub Bagian
Penerbitan;

membuat telashan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tlugasnya;

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
kaner diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Humas dan Protokol;
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan fugas,

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh atasan.

SUB BAGIAN
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 47

{1} Sub Bagian Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan
kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan sarana dan prasarana pemberitaan dan
penerbitan

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Sarana dan Prasarana mempunyai rincian tugas sebagal berikut:

d.

b

C.

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Sarana dan Prasarana,

melaksanakan kegiatan telashan dan kajian leknis tugas-tugas Sub Bagian
Sarana dan Prasarana;

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyiapan sarana
dan prasarana pemberitaan dan penerbitan;

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan sarana dan
prasarana, S
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program.layanan pemberitaan dan
penerbitan;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyediaan sarana dan prasarana,
menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Sarana dan Prasarana;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesual dengan bidang
lugasnya; _ )

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DF3;



melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Humas dan Protokol:

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebaqai

_ bagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas: =
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAGIAN
PROTOKOL

Pasal 48

mEagiaq Protokol mempunyai fungsi menyusun kegiatan, mengkoordinasikan,
membuna, mengendalikan, mengarahkan, mengevaluasi dan menyelenggarakan
kegiatan keprotokolan sesuai kebutuhan.

(2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Protokol mempunyai rincian tugas sebagai berikut

d.

b

=

menyusun rencana dan program kerja;

merencanakan dan melaksanakan, penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis pembinaan kualitas tenaga keprotokolan;

mengkoordinasikan, melaksanakan pengumpulan bahan, mengevaluasi
pemberian fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat dinas pemerintahan daerah
sesuai ketentuan yang berlaku;

merencanakan, mengevaluasi, mengendalikan program dan kegiatan tahapan
dan tata cara rapat dinas;

mealaksanakan pembinaan, mengarahkan persiapan penerimaan lamu-tamu
pemerintah daerah;

mengkoordinasikan dan menata jadwal dan tata acara rapat-rapat dinas
pemerintahan Provinsi sesual mekanisme yang telah diatur;

mengkoordinasikan jadwal acara serta penyiapan fasilitas kunjungan kerja
Pejabat Pemerintah Provinsi ke daerah bawahan maupun ke Pemerintah Pusat;
melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
baweahan agar berjalan secara maksimal,

mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Sub Bagian di lingkungan
Bagian Protokol;

memberi perimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan,

memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub
Bagian di lingkungan Bagian Protokol;

mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Protokol
sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi
penilaian DP3,

. menghimpun data laporan, program dan menelaah peamasalahan yang berkaitan

dengan urusan keprotokolan,

mengoreksi dan memberi paraf koordinasi naskah dinas berupa naskah
pidato/sambutan tertulis pimpinan dan penyiapan notulen! rapat dinas;

membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi,

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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(2) Bagian Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan -
a. Sub Bagian Kegiatan Pimpinan dan Tata Acara;
b. SubBagian Akomodasi Tamu:
¢. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

SUB BAGIAN
KEGIATAN PIMPINAN DAN TATA ACARA

Pasal 49
(1) Sub Bagian Kegiatan Pimpinan dan Tata Acara mempunyai fungsi menyusun

kebutuhan dan fasiltasi pelaksanaan pemefiharaan kegiatan pimpinan dan
menyiapkan tata acara.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian

Kegiatan Pimpinan dan Tata Acara mempunyai rincian tugas sebagai berikut

a. menyusun rencana dan program kefja;

b. mengumpulkan dan menganalisis datafinformasi rencana kegiatan pimpinan
daerah secara akurat;

c. mengumpulkan bahan informasi dan menyusun konsep pidato/sambutan tertulis
pimpinan pemerintah daerah pada acara kedinasan dan non kedinasan sesuai
kebutuhan,

d. melaksanakan kegiatan {elaahan dan kajian teknis dengan instansi terkait dalam
rangka penyusunan jadwal acara kegiatan pimpinan daerah;

e. melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan laporan
kegiatan pimpinan secara lengkap;

f. menyusun rencana kunjungan kerja dan jadwal acara kunjungan,
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang berkaitan dengan kegiatan pimpinan,

h  menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Kegiatan Pimpinan dan Tata Acara,

i, menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Kegiatan Pimpinan dan Tata Acara;

| membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesual dengan bidang
tugasnya,

k. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karnier diantaranya memberi penilaian OP3;

I. melakukan kerjasama secara harmanis dalam lingkup Biro Humas dan Protokol,

m. menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

n melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

e o

SUB BAGIAN
AKOMODASI TAMU

Pasal 50
(1) Sub Bagian Akomodasi Tamu mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan
'hehijahan taknis, fasilitasi dan peng,n‘apaq petunjuk  teknis keamanan dan
kenyamanan sarana dan prasarana akomodasi tamu.
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(2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Akomodasi Tamu mempunyai rincian tugas sebagai berikut -

&

b.

L=

menyusLn rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan mendata akurasi kenyamanan dan kelayakan akomodasi
tamu;

melaksanakan kegiatan fasilitasi penyediaan akomodasi tamu sesuai standar
dan kebutuhan;

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data
dan informasi kondisi akomodasi yang tersedia;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait penyediaan
akomodasi tamu;,

menyusun pedoman dan petunjuk leknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Akaomodasi Tamu,

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Akomodasi Tamu;

membuat telaahan staf untuk disjukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya member penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Humas dan Protokol;
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan lugas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN
TATA USAHA BIRO

Pasal 51

{1) Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan
kebijakan teknis, fasilitasi penyiapan bahan penyelenggaraan Tata Usaha Biro.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1). Sub Bagian Tata
Usaha Biro mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a
b
c.

d.

menyusun rencana dan program kerja;
mengumpulkan dan mengolah surat masuk dan surat keluar;
melaksanakan kegiatan telashan dan kajian teknis kebutuhan sarana dan

prasarana Biro; :
melakukan kerjasama dengan unit terkait dalam rangka kelancaran

ketatalizahaan Birog; . :
menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatarrpengelolaan peralatan kerja

dan pembiayaan; :
menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian

Tata Usaha Biro; . _
menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian

Tata Usaha Biro; _ :
membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesual dengan bidang

tugasnya: _
mgnilar prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pesngembangan

karier dianmtaranya memben penilaian DP3;
40



melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Humas dan Protokol:
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan aleh atasan.

BAGIAN
DOKUMENTASI

Pasal 52

(1) Bagian Dokumentasi mempunyai fungsi menyusun kegiatan, mengkoordinasikan,
membina, mengendalikan, mengevaluasi dan menyelenggarakan kegiatan penataan
dokumentasi penyelenggaraan kehumasan.

(2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Dokumentasi mempunyai rincian fugas sebagai berikut

a.
b.

Im.

e
i,

menyusun rencana dan program kerja;

merencanakan dan melaksanakan, penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis penyelenggaraan penataan dokumentasi pemberitaan, penyiaran, media
cetak secara profesional;

mengkoordinasikan, melaksanakan pengumpulan bahan, mengevaluasi manfaat
kegunaan dokumentasi;

merencanakan, mengevaluasi dan menyiapkan keamanan dan kerahasiaan isi
dokumentasi;

membuat dokumentasi audio visual pada setiap kegiatan rapat-rapat dinas
maupun pertemuan lainnya lingkup Pemerintah Provinsl, Kabupaten/Kota,
Nasional maupun Internasional;

melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar berjalan secara maksimal;

melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar berjalan secara maksimal;

mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Sub Bagian di lingkungan
Bagian Dokumentasi;

memberi pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan;

memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub
Bagian di lingkungan Bagian Dokumentasi;

mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Drahumenms{
sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya membert
penilaian DP3; ;
menghimpun data laporan, program dan meneiaah permasalahan yang berkaitan
pengeiolaan dokumentasi; )
mengoreksi dan memberi paraf koordinasi naskah dinas yang dikelola di
lingkungan Bagian Dokumentasi; -

membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi,

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Bagian Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :

a

b.

.

Sub Bagian Dokumentasi;
Sub Bagian Informasi
Sub Bagian Distribusi.
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SUEB BAGIAN
DOKUMENTASI

Pasal 53

{1} Sub Bagian Deckumentasi mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan
kebijakan teknis, fasilitasi dan pemberitaan informasi dokumentasi secar akurat,

(2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Sub Bagian
Dokumentasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut -

g

b,

i

d

menyusun rencana dan program kera;

mangumpuikan dan menganalisis datafinformasi tepat saji:

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis dokumentasi untuk akurasi
pemqliharaan.

melakukan kerjasama dengan unit terkait dalam rangka penyusunan laporan
kegiatan pengeiolaan dokumentasi;

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan
pemeliharaan sarana dan prasarana;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
informasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Dokumentast;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Dokumentasi;

membuat telaahan stat untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya,

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Humas dan Protokol,;
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang {elah dicapal sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN
INFORMASI

Pasal 54

(1) Sub Bagian Informasi mempunyai fungsi menyusun baha_m perumusan kebijakan
teknis. fasilitasi dan penyiapan bahan penyebaran informasi kepada masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian

Informasi mempunyai rincian tugas sebagai berkut © =~

a
b

G.

menyusun rencana dan program kerja; _
mengumpulkan, menganalisis dan mengolah data pelaksanaan kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi; ) ‘
melaksanakan kegiatan telaghan dan kajian teknis guna seleksi informasi yang

diterima dan atau guna menyampaikan kepada atasan secara cepat darl akurat;
menyediakan bahan-bahan informasi kepada masyarakat sesuai dengan

kebutuhan,



am

menginventarisir materi pemberitaan pers, siaran radio dan pendapat umum,
memiiah kelayakannya dan disediakan di ruangan pimpinan daerah maupun
ditempat strategis,

mengkoordinasikan dan memberi bimbingan dan petunjuk teknis kepada
bawahan;

menilai prestasi kera bawahan;

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan:

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan
program dan faporan pelaksanaan pengembangan pengelolaan tata usaha
pimpinan;

menyusun rencana kena dan pelaksanaan kegiatan secara tepat dan terarah;
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

- menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian

Informast;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Informasi;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Humas dan Protokal:
melaksanakan tugas lain vang diberikan ocleh atasan,

SUB BAGIAN
DISTRIBUSI

Pasal 55

{1} Sub Bagian Distribusi mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan kebijakan
teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan untuk didistribusikan sesuai sasaran.

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Distribusi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a
b.

c

menyusun rencana dan program kerja;
mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan distribusi
beritaimedia cetak sesual sasaran;
melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis tugas-tugas distribusi
informasi secara iepat,
melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan laparan
kegiatan Sub Bagian Distribusi;
menyusun rencana kena dan pelaksanaan kegiatan pengembangan pengeioiaan
bahan untuk didistribusikan; -
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pamerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait; ‘
menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Distribusi; .
menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Disitribusi, x
membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;

i
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. menilai prestasi Kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3:

k. melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Humas dan Protokol:

I menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas iain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

ASISTEN
BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 56
{1) Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai
fungsi menyusun program, mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis,
membina, mengarahkan dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di
bidang ekonomi pembangunan dan kesejahteraan sosial.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Bidang
Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:

a. menetapkan rencana dan program kerja;

b. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan fasilitasi
penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup tugas dan fungsi SKPD sesuai
bidang koordinasi;
memimpin rapat koordinasi sesuai pembidangan tugas pokok dan fungsi SKPD;,
memberi telaahan staf kepada atasan untuk mendapat petunjuk dan bimbingan:
e. mengkoordinasikan penyusunan laporan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi

Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD

dengan pembidangan koordinasi;

f melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

ao

(2) Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mengkoordinasikan :
a. Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial,
b. Biro Perekonomian dan Investasi.

Paragraf 1

BIRO PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

-

Pasal 57
(1) Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi menyusun
program, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaksanakan pembinaan
penyelenggaraan perekonomian daerah, pembangunan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat
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(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro
Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut ;

a
b.

k
i

menetapkan rencana dan program kerja;

mengkaordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan menyiapkan perumusan
kebijakan teknis pelaksanaan administrasi pembangunan, kesejahteraan sosial
dan koordinasi pemberdayaan potensi pemuda, alahraga dan kesenian;
merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan
mengevaluasi pembinaan administratif penyelenggaraan pendidikan dan
keagamaan,

. merencanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan adminisgtrasi

pembangunan dan kesejahteraan sosial;

menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi penyelenggaraan tugas di
bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial dalam bidang kepemudaan
oiahraga, kesenian, pendidikan dan keagamaan;

menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan-kegiatan pemuda, olahraga,
kesenian, pendidikan dan keagamaan,

. melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi tugas bawahan

agar berjalan secara maksimal;

memberi telaahan staf guna mendapat petunjuk dan bimbingan atasan;

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karer bawahan diantaranya memberi penilaian DP3;

merumuskan dan menyiapkan petunjuk teknis dalam rangka penyelenggaraan
fugas di bidang pembangunan, kesejahteraan sosial, pemuda, olahraga,
kesanian serta pendidikan dan keagamaan,

membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), membawahkan

a
b.
c.
d

Bagian Pembangunan;

Bagian Kesejahteraan Sosial,

Bagian Pemuda, Olahraga dan Kesenian;
Bagian Pendidikan dan Keagamaan.

BAGIAN
PEMBANGUNAN

Pasal 58

{1) Bagian Pembangunan mempunyai fungsi menyusun program, mengkoordinasikan,
membina, mengendalikan, mengarahkan, mengevaluasi dan menyelenggarakan
administrasi pengendalian pembangunan. -

(2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dirr_:akaud pada ayat (1), Bagian
Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagal berikut

a.
b.

.

menyusun rencana dan program kerna: ) .
merencanakan dan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis penyelenggaraan administrasi pembangunan daem_h; _ o
mangknmg;asikan, melaksanakan dan mengevaluasi pemberian fasilitasi,

nyelenggaraan Pembangunan Daerah; _ _
pnfan}r;km?i?inagikan kegiatan pengembangan Pembangunan dengan unit kerja

terkait; i



.

Q.

merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan bahan
penyelenggaraan Pembangunan secara terarah dan terpadu;

melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar barjalan secara maksimal:

mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Sub Bagian di lingkungan
Bagian Pembangunan,

memberi pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan:

memberi petunjuk, araban dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub
Bagian di lingkungan Bagian Pembangunan;

mengevaluasi hasil kera Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian
Pembangunan sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya
memberi penilaian DP3;

menghimpun data laporan, program dan menelaah permasalahan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan tugas;

mengoreksi dan memberi paraf koordinasi naskah dinas yang dikelola di
lingkungan Bagian Pembangunan untuk diajukan kepada atasan;

memantau dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
Bagian Pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja:
meiaparkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara periodik sebagai
bahan pertanggungjawaban;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

{3) Bagian Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :

a.

b.
.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengelolaan Pembangunan Daerah;
Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
Sub Bagian Manitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tata Usaha Biro.

SUB BAGIAN

PENYUSUNAN PROGRAM DAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 59

{1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengelolaan F'ambangrﬂnan Daar:?h
mempunyai fungsi menyusun bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis,
{asilitasi dan pembinaan penyusunan program dan pengelolaan pembangunan
daerah

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Suh_ Eagian
Penyusunan Program dan Pengelolaan Pembangunan Daerah mempunyai nincian
tugas sebagai berikut |

a
b

C.

]

menyusun rencana dan program kerja,

mengumpulkan dan menganalisis data penyusundn program dan pengelolaan
pembangunan daerah,

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis penyusunan program dan
pengelalaan pembangunan daeraf,

melakukan kejasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan program
dan laporan pembinaan program dan pengelolaan pembangunan daerah; ‘
menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan secara tepat dan terarah,
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan_knnrdi@-s: bagi
organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyal program kerja terkait;
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menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyslenggaraan kegiatan Sub Bagian
Penyusunan Program dan Pengelolaan Pembangunan Daerah:

- menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian

Penfugunan Program dan Pengelolaan Pembangunan Daerah;

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangai
kaner diantaranya memben penilaian DP3:

meiakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Pembangunan dan
Kesejahteraan Sosial:

menyusun iaporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,

SUB BAGIAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Pasal 60

(1) Sub Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi menyusun bahan

perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan administrasi
pembangunan.

(2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Administrasi Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut -

a,
b.

C.

k

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan
tugas administrasi pembangunan;

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis pelaksanaan penataan
administrasi pembangunan;

melakukan kejasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan laporan
kegiatan administrasi pembangunan;

menyusun rencana kerja dan mengevaluasi kegiatan Sub Bagian Administrasi
Pembangunan;

rnenyiapkan data dan informasi secara langkap sebagai bahan koordinasi bagi
organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Administrasi Pembangunan;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Administrasi Pembangunan;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya,
menilai prestasi keria bawahan sehagai bahan pembinaan dan pengembangan
kaner diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingRep Biro Pembangunan dan
Kesejahteraan Sosial; _
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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SUB BAGIAN
MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN TATA USAHA BIRO

Pasal 61

(1) Sub Bagian Monitoring. Evaluasi, Pelaporan dan Tata Usaha Biro mempunyai
menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan

pembinaan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan penyelenggaraan tata
usaha birg,

(2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada avat (1), Sub Bagian
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

d,

D

c,

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpuikan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan monitoring,
evaluasi dan pelaporan;

melaksanakan ketatausahaan biro meliputi @ pengelolaan surat-menyurat,
pengeiolaan perlengkapan dan inventaris biro perencanaan anggaran biro dan
pengelolaan kepegawaian biro;

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis pelaksanaan tugas
monitoring, evaluasi, pelaporan dan tata usaha biro;

melakukan kejasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan laporan
kegiatan pembinaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan tata usaha biro;
menyusun rencana kera dan mengevaluasi kegiatan Sub Bagian Monitoring,
Evaluasi, Pelaporan dan Tata Usaha Biro;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
menyusun padoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tatat Usaha Biro;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tata Usaha Biro;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Pembangunan dan
Kesejahteraan Sosial, : )
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas:

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAGIAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

bl

Pasal 62

(1) Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi menyusun program,
mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengarahkan, _mengﬂ?&h.ras_l dan
menyelenggarakan kegiatan pengembangan pembangunan kesejahteraan sosial.
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(2} Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Bagian
Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut -
a. menyusun rencana dan program keria;
b. merencanakan dan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis pembinaan kesejahteraan sosial;
c. mengkoordinasikan, melaksanakan pengumpulan bahan dan mengevaluasi
pemberian fasilitasi bantuan sosial;

mengkoordinasikan dan menyusun kegiatan pembinaan mental dan spiritual;

e. merencanakan, mengendalikan dan mensistimatisasikan penyiapan bahan
penyelenggaraan pengembangan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan
pembinaan mental dan spiritual;

f  melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar berjalan secara maksimal;

g. mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Sub Bagian di lingkungan
Bagian Kesejahteraan Sosial,

h. menghimpun data laporan, program dan menelaah permasalahan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan tugas,

. mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian
Kesejahteraan Sosial sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan
diantaranya memben penilaian DP3;

j. memberi telaahan staf terhadap pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
bahan pertimbangan;

k. mengoreksi dan member paraf koordinasi naskah dinas yang dikelola di
lingkungan Bagian Kesejahteraan Sosial untuk diajukan kepada atasan;

|. memantau, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bagian
Kesejahteraan Sosial sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja;

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara periodik sebagai
bahan pertanggungjawaban;

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b

(3) Bagian Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat {1), membawahkan:
a. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial,
b. Sub Bagian Bantuan Sosial,
c. Sub Bagian Pembinaan Mental dan Spiritual,

SUB BAGIAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 683 .
(1) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi menyusun bahan dan fasilitasi
dan penyiapan bahan pembinaan kesejahteraan sosial. _

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut |

a. menyusun rencana dan program kerja, _ _
b. mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan peningkatan

kesejahteraan sosial; ” ;
&. m:ghsanahan kegiatan telaahan dan kajian teknis penyelenggaraan

pembangunan kesejahteraan sosial;
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m.

meifakukan kejasama dengan instansi terkait dalam ra
pernbinaan kegiatan kesejahteraan sosial;

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan secara tepat dan terarah;
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
pengembangan kesejahteraan sosial:

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Kesejahteraan Sosial:

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya:
menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memben penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Pembangunan dan
Kesejahteraan Sasial;

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

ngka penyusunan program

SUB BAGIAN
BANTUAN SOSIAL

Paszal 64

{1) Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan
kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pemberian bantuan sosial.

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Bantuan Scsial mempunyai rincian tugas sebagai berikut

aoow

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan bantuan sosial;
metaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis pelaksanaan bantuan sosial;
melakukan kejasama dengan instansi terkait dalam rangka penyiapan laporan
kegiatan bantuan sosial;

menyusun rencana kerja dan mengevaluasi kegiatan Sub Bagian Bantuan
Sosial;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Bantuan Sosial; .
menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Bantuan Sosial;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atassa sesuai bidang tugasnya;
menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Pembangunan dan
Kesejzhteraan Sosial; ) _
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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SUB BAGIAN
PEMEBINAAN MENTAL DAN SPIRITUAL

Pasal 65

(1} Sub Bagian Pembinaan Merfal dan Spiritual mempunyai fungsi menyusun bahan

perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan mental dan
spiritual.

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Pembinaan Mental dan Spiritual mempunyai rincian tugas sebagai berikut -

o

b.

.

|

m.

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan pembinaan mental
dan spiritual;

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis pelaksanaan pembinaan
mental dan spiritual;

melakukan kejasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan mental
dan spiritual;

menyusun rencana kerja dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Pembinaan Mental dan Spiritual secara tepat dan terarah;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Pembinaan Mental dan Spiritual;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Pembinaan Mental dan Spiritual;

membuat telaahan staf unfuk diajukan kepads atasan sesual bidang tugasnya;
menilal prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Pembangunan dan
Kesejahteraan Sosial;

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

BAGIAN
PEMUDA, OLAHRAGA DAN KESENIAN

Pasal 66

(1) Bagian Pemuda, Olahraga dan Kesenian mempunyai fungsi menyusun program,
mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengarahkan, mengevaluasi dan
menyelenggarakan administrasi kegiatan pemuda, olahrdla dan kesenian.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat | 1), Bagian Pemuda,
Olahraga'dan Kesenian mempunyai rincian tugas sebagai herikut

a,
b.

C.

menyusun rencana dan program kerja; . .
merencanakan dan melaksanakan penylapan bahan perumusan kebijakan teknis
pembinaan pemuda, clahraga dan kesenian;
mengorganisasikan, melaksanakan pEngumpu‘ia_n bahan dap mengevaluasi
pemberian fasilifasi, penyelenggaraan administrasi pembinaan pemuda,
piahraga dan kesenian;
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k.

|

mengkoordinasikan, menyusun kegiatan pengembangan pembinaan pemuda,
olahraga dan kesenian;

merencanakan, mengendalikan dan mensistimatisasikan penyiapan bahan
penyelenggaraan pembinaan pemuda, olahraga dan kesenian:

melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar berjalan secara maksimal;

fmengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Sub Bagian di lingkungan
Bagian Pemuda, Olahraga dan Kesenian:

mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Pemuda,
Olahraga dan Kesenian sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan
diantaranya membern penilaian DP3;

memberi telaahan staf terhadap pelaksanaan fugas kepada atasan sebagai
bahan pertimbangan;

mengoreksi dan member paraf koordinasi naskah dinas yang dikelola di
lingkungan Bagian Pemuda, Olahraga dan Kesenian untuk diajukan kepada
atasan;

memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Bagian Pemuda, Olahraga
dan Kesenian sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara periodik sebagai
bahan pertanggungjawaban;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh atasan.

{3) Bagian Permnmuda, Olahraga dan Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
membawahkan |

a.
b.
&,

Sub Bagian Pembinaan Pemuda;
Sub Bagian Pembinaan Qlahraga,
Sub Bagian Pembinaan Kesenian,

SUB BAGIAN
, PEMBINAAN PEMUDA

Pasal 67

{1} Sub Bagian Pembinaan Pemuda mempunyai fungsi menyusun bahan koordinasi
perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi penyiapan bahan pembinaan pemuda.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Pembinaan Pemuda mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.

b

bl -]

menyusun rencana dan program kerja; _
mengumpulkan dan menganalisis data penyelenggaraan kegiatan yang
berkaitan dengan pembinaan pemuda;

c. melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis pembinaan pemuda;
d.

melakukan kerjasama dengan instansi lerkait dalam rangka penyusunan
ﬂ:ﬁﬁ?u:argfcpaﬁz;rj_a dan p:—:-_iahﬁanaan kegiatan ﬁm;abteif:; i?:r; rt:}rﬁ;:?ﬁ s
T o e el ot |

Enﬂé:ﬁ::ﬁn d:g;:rﬁ;na?dr;i petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
mnn%igﬁ nrgeir:::: F;;;nﬁ!annaginaﬁi;nnugdkzh pembinaan staf lingkup Sub Bagian

Pembinaan Pemuda,



membuat lelaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;

merilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3:

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Pembangunan dan
Kesejahteraan Sosial;

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanan tugas;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN
PEMEINAAN OLAHRAGA

Pasal 68

{1) Sub Bagian Pembinaan Olahraga mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan

hebija_hag teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi
pembinaan olahraga;

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Pembinaan Olahraga mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a,
b,

G

K.

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pembinaan clahraga,

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis pelaksanaan tugas-tugas
pembinaan olahraga,

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan
olahraga;

menyusun rencana kerja dan mengevaluasi kegiatan pengembangan dan
pembinaan olahraga secara tepal dan terarah;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koardinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait,

menyusun pedoman dan  petunjuk  teknis penyelenggaraan kegiatan
pengembangan pembinaan olahraga;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Pembinaan Olahraga;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;

mgnilarprestasr kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3; ‘

melakukan kerjasama secara harmanis dalam lingkup Biro Pembangunan dan
Kesejahteraan Sosial; - . _ _
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanan tugas,

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh atasan.



SUB BAGIAN
PEMBINAAN KESENIAN

Pasal 69

(1) Sub Bagian Pembinaan Kesenian mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan

kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi
pembinaan kesenian,

(2} Untuk_ melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Pembinaan Kesenian mempunyai rincian tugas sebagai beriku! -

a
b

i,

K.

I

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan tugas pembinaan kesenian:

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis pelaksanaan tugas
pembinaan kesenian;

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan laporan
kegiatan pembinaan Kesenian;

menyusun rencana kerja dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pembinaan
kesenian;

“menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi

pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
pengembangan pembinaan kesenian,

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Pembinaan Kesenian;

membuat telaahan staf unhik diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Pembangunan dan
Kesejahteraan Sosial,

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanan tugas,

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAGIAN
PENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN

Pasal 70

(1) Bagian Pendidikan dan Keagamaan mempunyai fungsi menyusun program,
mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengaTahkan, mengevaluasi dan
menyelenggarakan pengembangan kegiatan pendidikan dan keagamaan.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Pandidikan dan Keagamaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.
b.

=5

menyusun rencana dan program kerja; ) _
merencanakan dan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan tekmis

pembinaan administrasi pendidikan dan keagamaan; _
mengkoordinasikan, melaksanakan pengumpulan _b:nhan. mengevaluasi,
pemberian fasilitasi, penyelenggaraan administrasi pendidikan dan keagamaan,
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n

o

mengkoordinasikan dan menyusun kegiatan pengembangan bidang pendidikan
dan keagamaan dengan unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi
Papua Barat;

merencanakan, mengendalikan dan mensistimatisasikan penyiapan bahan
penyelenggaraan pendidikan dan keagamaan;

melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar berjalan secara maksimal;

mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Sub Bagian di lingkungan
Bagian Pendidikan dan Keagamaan:

memben pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan;

memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub
Bagian di lingkungan Bagian Pendidikan dan Keagamaan;

mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Pendidikan
dan HKeagamaan sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan
diantaranya memberi penilaian DP3J;

menghimpun data laporan, program dan menelaah permasalahan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan keagamaan;

mengoreksi dan memberi parafl koordinasi naskah dinas yang dikelola di
lingkungan Bagian Pendidikan dan Keagamaan untuk diajukan kepada atasan;

. memantaw, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bagian

Pendidikan dan Keagamaan sebagai bahan penyusunan rencana dan program
keria;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kKepada atasan secara periodik sebagai
bahan pertanggungjawaban;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,

(3) Bagian Pendidikan dan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
membawahkan
a. Sub Bagian Pembinaan Pendidikan dan Sarana Keagamaan,
b. Sub Bagian Bina Lembaga Keagamaan,
¢. Sub Bagian Bantuan Kegiatan Keagamaan,

SUB BAGIAN
PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN SARANA KEAGAMAAN

Pasal 71

{1) Sub Bagian Pembinaan Pendidikan dan Sarana Keagamaan mgmpunyal f‘un_gs‘r
menyusun bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan
bahan penyelenggaraan administrasi pendidikan dan sarana keagamaan,

: | i i t (1), Sub Bagian
2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ﬂedala?ra _
; Pembinaan Pendidikan dan Sarana Keagamaan mempunyai rincian tugas sebagai

berikut : o

8. menyusun rencana dan program kerja, _ ;

b mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegialan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pembinaan administrasi pendidikan dan sarana
keagamaan, ) . .

¢ melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis program pembinaan

administrasi pendidikan dan sarana keagamaan,
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melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan
program dan laporan pembinaan pendidikan dan sarana keagamaan:

menyusun rencana kerja dan fasilitasi pamberian bantuan sarana dan prasarana
pendidikan dan keagamaan;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
pengembangan pendidikan dan sarana keagamaan;

member petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Birc Pembangunan dan
Kesejahteraan Sosial,

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanan tugas:

m. meiaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN
BINA LEMBAGA KEAGAMAAN

Pasal 72

(1) Sub Bagian Bina Lembaga Keagamaan mempunyai fungsi menyusun bahan
perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan baban pembinaan lembaga
keagamaan.

]

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Bina
Lembaga Keagamaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut .

menyusun rencana dan program kKerja;

. mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan yang berkaitan

dengan penyelenggaraan administrasi pembinaan lembaga keagamaan,
melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis program pembinaan lembaga
keagamaan,

menginventarisir lembaga keagamaan yang terbentuk di Provinsi papua Barat;
menelaah kegiatan |lembaga keagamaan dan menghimpun laparan
pengembangan dan pemberdayaan lembaga keagamaan secara proporsional;
melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan
program dan laporan pembinaan lembaga keagamaan,

menyusun rencana kerja dan fasilitasi pemberian bantuan sarana dan prasarana
lembaga keagamaan, — _
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait dalam
rangka pembinaan kegiatan lembaga keagamaan; )
menyusun pedoman dan  petunjuk  teknis penyelenggaraan kegiatan
pengembangan dan pembinaan lembaga Keagamaan,

member petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas, o

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
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mepiiailpreaiasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3:

. melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Pembangunan dan

Kesejahteraan Sasial;

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanan tugas;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN
BANTUAN KEGIATAN KEGAMAAN

Pasal 73

(1) Sub Bagian Banfuan Kegiatan Keagamaan mempunyai fungsi menyusun bahan

perumusan kebijakan teknis, fasilitasi penyelenggaraan administrasi bantuan
kegiatan keagamaan.

(2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bantuan
Kegiatan Keagamaan mempunyai rincian tugas sebagal berikut

a.
b.

C.

|

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan yang berkaitan
dengan bantuan kegiatan keagamaan;

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis bantuan kegiatan
keagamaan,

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan
program bantuan kegiatan keagamaan,;

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan program
bantuan kegiatan keagamaan,

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

menyusun pedoman dan pelunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
pengembangan dan pembinaan bantuan kegiatan keagamaan,

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Bantuan Kegiatan Keagamaan,

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
menilai prestasi kena bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Pembangunan dan
Kesejahteraan Sosial, . |
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanan tugas;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasarm -

- ¥}



Paragraf 2
BIRO PEREKONOMIAN DAN INVESTASI

Pasal T4
(1) Birc Perekonomian dan Investasi mempunyai fungsi menyusun program,
mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan

menyelenggarakan kegiatan pengembangan perekonomian dan investasi.

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro
Perekonomian dan Investasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut -
a. menetapkan rencana dan program kerja;
b. merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan
menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas di bidang
. perekonomian dan investasi dan pengendalian kerjasama pendataan potensi
daerah;
¢. melaksanakan. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian
fasilitasi penyelenggaraan  perekonomian  dan  investasi, kerasama
pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMDY);
d. mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan di bidang
perekonomian dan investasi menyiapkan rencana kernasama;
merencanakan dan mengkoordinasikan promosi potensi daerah untuk menarik
minat investor nasional dan asing;
f. melaksanakan psmbinaan, mengarahkan dan mengevaluasi tugas bawahan
agar berjalan secara maksimal;
g. mengevaluasi hasil pelaksanaan iugas bawahan sebagai bahan pembinaan
karier diantaranya memben penilaian DP3;
h. mengikuti rapat, perfemuan, seminar sesuai kebutuhan,
L
].

i

membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Biro Perekonomian dan |nvestasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
membawahkan

a. Bagian Perekonomian,
b. Bagian Investasi,
c. Bagian Kerjasama,
d. Bagian Pengendalian
BAGIAN
PEREKONOMIAN
Pasal 75

| i koordinasikan,
1) Bagian Perekonomian mempunyai fungsi menyusun program, meng
{ jlrlrnlnegrn!:nimal. mengendalikan, mengarahkan, mengevaluasi dan menyelenggarakan

kegiatan pengembangan perakonomian.

(2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana_ din}al-:sud pada ayat (1), Bagian
Perekonomian mempunyai rincian tugas sebagal berikut :
a. menyusun rencana dan program kena;
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m

n.

merencanakan dan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
pembinaan perekonomian daerah:

mengkoardinasikan, melaksanakan pengumpulan bahan dan mengevaluasi
perkembangan BUMD dan patensi daerah:

mengkoardinasikan dan menyusun kegiatan pengembangan perekonomian
dengan unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat maupun
Kabupaten/Kota;

merencanakan, mengendalikan dan mensistimatisasikan penyiapan bahan
penyelenggaraan investasi;

melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar berjalan secara maksimal;

mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Sub Bagian di lingkungan
Bagian Perekonomian;

memberi pertimbangan teknis pelaksanaan fugas kepada atasan;

memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub
Bagian di lingkungan Bagian Perekonomian;

mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian
Perekonomian sebagai bahan pembinaan karier yang bersanghkutan diantaranya
peniaian DP3;

mengoreksi dan memberi paraf koordinasi naskah dinas yang dikelola di
lingkungan Bagian Perekonomian untuk diajukan kepada atazan;

memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Bagian Perekonomian
sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara periodik sebagai
bahan pertanggungjawaban;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,

i3) Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :

a
b,
C.

Sub Bagian Sarana Perekonomian,
Sub Bagian Produksi Daerah,
Sub Bagian Perijinan,

SUB BAGIAN
SARANA PEREKONOMIAN

Pasal 76

(1) Sub Bagian Sarana Perekanomian mempunyai fungsi menyusun bah_an koordnasi
perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan sarana

perekangmian.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud padar ayat (1), Sub Bagian
Sarana Perekonomian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.

b

.

menyusun rencana dan program kerja; _
mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan dan perencanaan

pengembangan sarana perekonomian daem_h; .
melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis pengembangan sarana

perekonomian untuk meningkatkan pendapatan daerah;
melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan

program pengembangan perekonomian,
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menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemenntah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

menyusun pedoman dan petunjuk  teknis penyelenggaraan  kegiatan
pengembangan sarana perekonamian:

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Sarana Perekonomian;

membuat telaahan stal untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya,

menilal prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
kaner diantaranya memben penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmanis dalam lingkup Biro Perekonomian dan
Investasi;

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanan tugas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN
PRODUKS! DAERAH

Pasal 77

{1) Sub Bagian Produksi Daerah mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan

kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan peningkatan produksi
daerah.
i

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Produksi Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut

a,
b.

.

menyusun rencana dan program kerja;

mengumputkan dan menganalisis data pelakzanaan kegiatan yang berkaitan
dengan pengembangan produksi perekonomian daerah;

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis pengembangan produksi
daerah,

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan
pengembangan BUMD untuk menggali potensi daerah;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemenntah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
pengembangan produksi daerah;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Produks Daserah,

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
fugasnya, e

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya membern penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Perekonomian dan
Investasi, .
menyusun faporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanan tugas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



SUB BAGIAN
PERIJINAN

Pasal 78

{1) Euh_Bagian Perijinan mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan kebijakan
teknis, fasilitasi dan penyiapan perijinan.

{2) L.lntyk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Perijinan mempunyai rincian tugas sebagai berikut -

2

b

c

d.

menyusun rencana dan program kerja;

mengbimpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan perijinan;

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis tugas-tugas pemberian ijin;
melakukan kerasama dengan instansi terkail dalam rangka analisa persyaratan
dan kriteria penyelesaian perijinan;

menyusun rencana kerja dan mengevaluasi kegiatan pemberian perijinan;
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
pengembangan perijinan;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Parijinan,

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
kaner diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Perekonomian dan
Investasi;

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanan tugas;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAGIAN
INVESTASI

Pasal 79

{1} Bagian Investasi mempunyai fungsi menyusun program, mengkoordinasikan,
membina, mengendalikan, mengarahkan, mengevaluasi dan menyelenggarakan
kegiatan pengembangan investasi di daerah.

(2} Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksld pada ayat (1), Bagian
Investasi mempunyai rincian tugas sebagai benkut

a.

b

C

menyusun rencana dan program kerja;

merencanakan, melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis permbinaan pengembangan investasi di daerah; )
mengkoordinasikan, melaksanakan pengumpulan  bahan, mengevaluasi
pemberian fasilitasi, penyelenggaraan Investasi di Daerah; = )
mengkoordinasikan dan menyusun kegiatan pengembangan investasi daerah
dengan unit-unit kerja di lingkungan Biro Perekonomian dan Investasi;
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L

Q.

merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Investasi di
Daerah;

melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar berjalan secara maksimal;

mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Sub Bagian di lingkungan
Bagian Investas:;

memben pertimbangan tekmis pelaksana tugas kepada atasan;

memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub
Bagian di ingkungan Bagian Investasi;

mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Investasi
sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya member
panilaian DP3;

menghimpun data lapaoran, program dan menelaah permasalahan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan investasi daerah;

mengoreksi dan memberi paraf koordinasi atas naskah dinas yang dikelola di
lingkungan Bagian Perekonomian untuk diajukan kepada atasan;

. memantau, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Investasi

sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara periodik sebagai
bahan pertanggungjawaban;

melaksanakan tugas lain yang diberikan olzh atasan,

{3) Bagian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1), membawahkan :

.

b

C,

Sub Bagian Pelayanan Investasi;
Sub Bagian Fasilitasi investasi;
Sub Bagian Pembinaan Usaha dan Tata Usaha Biro.

SUB BAGIAN
PELAYANAN INVESTASI

Pasal 80

(1) Sub Bagian Pelayanan Investasi mempunyai fungsi menyusun bahqn koordinasi
perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pelayanan investasi.

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pa_da ayat (1), Sub Bagian
Pelayanan Investasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
menyusun rencana dan program kerja;

a.

Lk
<.

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pelayanan investasi, _ )
melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis pelayanan investast,
melakukan kerjasama dengan instansi terkait “dalam rangka penyusunan
program pefayanan investasi,

menyusun rencana kerja secara tepat dan terarah dalam rangka pelayanan

investas; . ;
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagal bahan koordinasi bagi

pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait, _
menyusun pedoman dan petunjuk  teknis penyelenggaraan kegiatan

angembangan pelayanan investasi; _ _ _
Enenyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian

Pelayanan Investasi,
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membuat telaahan staf untuk diajukan xepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;

menilai prestasi kena bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memben penilaian DP3:

melakukan kerasama secara harmonis dalam lingkup Biro Perekonomian dan
Investasi;

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanan tugas:

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN
FASILITASI INVESTASI

Pasal B1

(1) Sub Bagian Fasilitasi Investasi mempunyai fungsi penyusunan bahan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan fasilitasi investasi.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Fagsilitasi Investasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

d

(=3

menyusun rencana dan program kera.mengumpulkan dan menganalisis data
pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitasi
investasi;

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis pelayanan investasi;
melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka promosi dan fasilitasi
investasi,

menyusun rencana kerja dan mengevaluasi kegiatan pengembangan fasilitasi
investas:

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kena teckait;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan fasilitasi
invesiasi,

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Faszilitasi Investasi;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atesan sesuai dengan bidang
lugasnya;

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam fingkup Biro Perekonomian dan
Investasi; _ .
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanan tugas; o

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



SUB BAGIAN
PEMBINAAN USAHA DAN TATA USAHA BIRO

Pasal B2

(1) Sub Bagian Pembinaan Usaha dan Tata Usaha Biro mempunyai fungsi menyusun
bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan
usaha sektor ekonomi dan penyelenggaraan ketatausahaan biro.

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Pembinaan Usaha dan Tata Usaha Biro mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

d.
b.

k.

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan yang berkaitan
dengan pengembangan usaha sekior ekonomi dan menyelenggarakan tata
usaha biro;

melaksanakan kegiatan felaahan dan kajian teknis pembinaan usaha sektor
ekonomi dan pengelolaan tata usaha birg;

mefakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan
saktor ekonomi;

menyusun rencana kefja penyusunan anggaran biro, surat menyurat dan
pengelolaan kepegawaian dan sarana kerja biro;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
pengembangan dan pembinaan usaha sktor ekonomi;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Pembinaan Usaha;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
fugasnya;

menilal prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian OP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Perekonomian dan
nvestasi

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanan tugas,

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,

BAGIAN
KERJASAMA

Pasal 83

(1) Bagian Kerjasama mempunyai fungsi menyusun pragram, mengkoordinasikan,
membina, mengendalikan, mengarahkan, mengevaluasi dan menyatenggaquap
kegiatan pengembangan kerjasama antar Pemerintah, Pemaerintah Daerah Provinsi,

Kabupaten/Kota maupun dengan pihak ketiga.
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{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian

Kerasama mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana dan program kerja,

b. merencanakan, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
pembinaan kerjasama dalam rangka pengembangan perekonomian dan
investasi di daerah;

C. maggkanrdinasikan. melaksanakan pengumpulan bahan, mengevaluasi
permnberian fasilitasi, penyelenggaraan kerjasama;

d. mengkoordinasikan dan menyusun kegiatan pengembangan kerjasama antar
Provinsi dan Luar Negeri,

e merencanakan, mengendalikan dan mensinkronisasikan penyiapan bahan
penyelenggaraan kerjssama,

. melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar berjalan secara maksimal:

g. mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Sub Bagian di lingkungan
Bagian Kerasama,;

h. membern pertimbangan teknis pelaksana tugas kepada atasan;

i. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub
Bagian di lingkungan Bagian Kerjasama;

| mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Kerjasama
sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya membaeri
penilaian DP3;

k. memberi telaahan staf terhadap pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
bahan pertimbangan;

. mengoreksi dan memberi paraf koordinasi naskah dinas yang dikelola di
lingkungan Bagian Kejasama untuk diajukan kepada atasan;

m. memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Bagian Kerjasama sebagai
bahan penyusunan rencana dan program kerja;

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara periodik sebagai
bahan pertanggungjawaban;

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

{3) Bagian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
a. Sub Bagian Kerjasama Antar Provinsi dan Luar Negeri,
b. Sub Bagian Kerjasama Swasta;
c. Sub Bagian Promosi.

SUB BAGIAN
KERJASAMA ANTAR PROVINSI DAN LUAR NEGERI

Pasal 84 o
(1) Sub Bagian Kerjasama Antar Provinsi dan Luar Negeri mempunyai fung_al menyusun
bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan
pembinaan kerjasama antar provinsi dan pihak asing.

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud !:na;la ayat (1), Eul:-l Bag’raq
Kerjasama Antar Provinsi dan Luar Negeri mempunyai rincian tugas sebagal berikut:

a. menyusun rencana dan program kefja; _
b. mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan yang berkaitan

dengan kebijakan Kerjasama Antar Provinsi dan Luar Negeri,
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melaksanakan kegiatan lelaahan dan kajian teknis pelaksanaan kerjasama antar
Provinst dan Luar Negeri;

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan
program kerjasama antar provinsi dan luar negeri;

menyusun rencana kerja secara tepat dan terarah yang terkait dengan kegiatan
pengembangan, pembinaan kerjasama antar Provinsi dan Luar Negeri;
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemenntah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait:

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
pengembangan kerasama antar provinsi dan luar negeri;

. menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian

Kerjasama,

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya,

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara hammonis dalam lingkup Birc Perekonomian dan
Investasi;

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanan tugas;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN
KERJASAMA SWASTA

Pasal 85

{1) Sub Bagian Kerjasama Swasta mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan
kebijakan teknis. fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan kerjasama dengan
pihak swasta,

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Ker=sama Swasta mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a
b

c

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan yang berkaitan
dengan pengembangan kerjasama dengan pihak swasta,

melaksanakan kegiatan telashan dan kajian teknis kerjasama dengan pihak
swasia,

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan
kerjasama dengan pihak swasta;

menyusun rencana kerja dan mengevaluasi kegiatan pengembangan dan
pembinaan kerjasama dengan pihak swasta; -~

menylapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait; _
menyugun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
pengembangan kerjasama swasta,

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Kerjasama Swasta; _ _
membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang

tugasnya,



menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Perekonomian dan
Investasi,

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil vang telah dicapai sebagai
bahan peranggungjawaban pelaksanan tugas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN
PROMOSI

Pasal B6

(1) Sub Bagian Promosi mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan kebijakan
teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan promasi potensi ekonomi daerah.

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Fromosi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a
b.

c

K.

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan yang berkaitan
dengan patensi exanomi daerah;

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis pengembangan potensi
perekonomian daerah;

melakukan kerjasama dengan instanai terkait dalam rangka penyusunan laporan
kegiatan promosi;

. menyusun rencana kerja dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan

pengembangan dan pembinaan promosi;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
pengembangan promaosi perekonomian daerah;

menyubun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Promosi;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjgsama secara harmonis dalam lingkup Biro Perekonomian dan
Investasi;

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanan tugas,

m, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.=-

BAGIAN PENGENDALIAN

Pasal 87

(1) Bagian Pengendalian mempunyai fungsi menyusun program, mengkoordinasikan,
membina, mengendalikan, mengarahkan, mengevaluasi dan menyelenggarakan

program kerja pengendalian perekonomian daerah.
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(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Pengendalian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

-
b.

c

m.

n.

o

menyusun rencana dan program kerja;

merencanakan, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan
pembinaan dan pengendalian data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan;
mengkoordinasikan, melaksanakan pengumpulan bahan dan mengevaluasi
pemberian fasilitasi tugas-tugas pengendalian;

mengkoordinasikan dan menyusun kegiatan pengembangan dan pengendalian
program dan kegiatan;

merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan bahan
penyusunan program kerja,

melaksanakan pembinaan, mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan agar
berjalan secara maksimal,

mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Sub Bagian di lingkungan
Bagian Pengendalian;

memberi pertimbangan teknis pelaksana tugas kepada atasan;

memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub
Bagian di lingkungan Bagian Pengendalian;

mengevaluasi hasil kerfja Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Pengendalian
sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memben
penitaian DP3;

menghimpun data laporan program dan menelaah permasalahan yang berkaitan
dengan bidang tugasnya;

mengoreksi dan memben paraf koordinasi naskah dinas yang dikelola di
lingkungan Bagian Pengendalian untuk diajukan kepada atasan,

memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas agar berjalan dengan lancar;
melaparkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara periodik sebagai
bahan pertanggungjawaban;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3} Bagian Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
a. Sub Bagian Pengawasan,
b. Sub Bagian Data dan Informasi:
c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

SUB BAGIAN
PENGAWASAN

Pasal B8

(1) Sub Bagian Pegawasan mempunyai fungsi menyusun bahan koordinasi perumusan
kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pengawasan.

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayst (1), Sub Bagian
Pengawasan mempunyai rincian tugas sebagai berikut

a.
b.

c.

menyusun rencana dan program kerja; _ ;
mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan yang berkaitan

dengan penyelanggaraan tugas pengawasan,
melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian pelaksanaan pengawasan program

dan kegiatan perekonomian daerah;
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. melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan

program dan laporan hasil pengawasan;

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pengawasan secara tepat
dan herkesinambungan;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
pengembangan pengawasan;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Pengawasan,

membern petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran
peiaksanaan tugas;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3:

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Perekonomian dan
Investasi;

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanan tugas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN
DATA DAN INFORMASI

Pasal 89

{1) Sub Baglan Data dan Informasi mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan
kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan pengolahan Data dan
Informasi.

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Data
dan 'nfarmasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut ;

a.
b,

.

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi sebagal bahan
pemantauan dan pengendalian pereskonomian daerah;

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis pengolahan data dan
informasi;

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data
dan informasi,

menyusun rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan
data dan informasi; -

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait
pengembangan perekonomian daerah;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
pengembangan data dan informasi; _ :
menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Data dan Informasi; )
membuat telashan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang

tugasnya;
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menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3:

melakukan kerjasama secara hamonis dalam lingkup Biro Perekonomian dan
Investasi;

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawsban pelaksanan tugas;

. melaksanakan tugas [ain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 90

(1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi menyusun bahan

 perumusan  kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan Evaluasi dan
Pelaporan.

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Evaluast
dan Pelaparan mempunyai rincian fugas sebagai benkut

a0 o

m

menyusun rencana dan program kerja,

mengumpulkan dan menganalisis data hasil evaluasi dan pelaporan;
melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis evaluasi dan pelaporan:
melakukan kerasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan,

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
organisas pemenntah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas evaluasi dan
pelaporan,

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Ewvaluasi dan Pelaporan;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
fugasnya;

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memben penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Perekonomian dan
Investasi,

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanan tugas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima -
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI

Pasal 91

(1) Asisten Bidang Administrasi mempunyai fungsi menyusun program, membantu
Sekretaric Daerah mengkoordinasikan perumusan kebijakan umurm, m_en‘!hma.
mengarahkan dan melaksanakan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang
organisasi, administrasi umum, keuangan dan kepegawaian dan perlengkapan serta
tugas dan fungsi SKPD sesuai pembidangan koordinasi.
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(2) Untuk _melaksanakzn fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Bidang
Administrasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut .

a.
b.

o

q.

menetapkan rencana dan program kerja;

mengkoordinasikan perumusan kebijakan umum, pembinaan dan fasilitasi
g?{rgglenggaman administrasi sesuai pembidangan tugas pokok dan fungsi
mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan
pamernintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

mermimpin rapat koordinasi sesuai pembidangan tugas pokok dan fungsi SKPD;
memberi telaahan staf kepada atasan untuk mendapat petunjuk;
mengkoordinasikan penyusunan laporan tugas dan fungsi lingkup Administrasi
sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembidangan koordinasi:
melaksanakan tugas lain yang diberikan alasan

{3) Asisten Bidang Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mangkoordinasikan ©

a

b.
€.

Biro Organisasi:
Biro Umum;
Biro Perlengkapan.

Paragraf 1
BIRO ORGANISASI

Pasal 92

{1) Biro Orgamisasi mempunyai fungsi menyusun program mengkoordinasikan,
membing, mengendalikan, mengevaluasi dan menyelenggarakan kegiatan
pengembangan dan penataan organisasi,

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Organisasi
mempunyai rincian tugas sebagai benkut

a.
b.

menetapkan rencana dan program kerja;

mengarganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan menylapkan perumusan
kebijakan pelaksanaan tugas-tugas di bidang kelembagaan, tatalaksana, analisis
jabatan serta kepegawaian dan pendayagunaan aparatur,

merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan
mengevaluasi pembinaan administratif penyelenggaraan tugas-tugas di bidang
kelembagaan. tatalaksana, analisis jabatan serta kepegawaian dan
pendayagunaan aparatur,

merencanakan dan mengkoordinasikan, merumuskan dan menyiapkan petunjuk
teknis penyelenggaraan tugas-tugas di bidang “kelembagaan, tatalaksana,
analisis jabatan serta kepegawaian dan pendayagunaan aparatur;
menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi penyelenggaraan tugas-
tugas di bidang kelembagaan, tatalaksana, analisis jabatan serta kepegawaian
dan pendayagunaan aparatur,

mengkaji, menganalisis dan merumuskan kebijakan teknis yang berkaitan
dengan penyiapan penataan kelembagaan, tatalaksana, analisis jabatan serta
kepegawaian dan pendayagunaan aparatur;

melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi tugas bawahan
agar berjalan secara maksimal,
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memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan un
pelaksanaan tugas: untuk kelancaran

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan

kaner diantaranya memben penilaian gDF‘S: i T R
memberi pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan;

membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh atasan,

(3) Biro Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan ;

80w

Bagian Kelembagaan;

Bagian Tatalaksana,

Bagian Analisis Jabatan;

Bagian Kepegawaian dan Pendayagunaan Aparatur,

BAGIAN
KELEMBAGAAN

Pasal 93

(1) Eagiaq Kelembagaan mempunyai fungsi menyusun program, mengoordinasikan,
merpbma. mengendalikan, mengarahkan, mengevaluasi dan menyelenggarakan
kegiatan penataan dan pengembangan kelembagaan Pemerintah Daerah.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian
Kelembagaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut

2.

b.

C.

menyusun rencana dan program kerja,

merencanakan dan melaksanakan, penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis pembinaan penataan kelembagaan perangkat daerah;
mengkoordinasikan, melaksanakan pengumpulan bahan, mengevaluasi,
pemberian fasilitasi penyelenggaraan penataan di bidang kelembagaan dinas
dan sekretanat DPRD, kelembagaan lembaga teknizs daerah dan sekretariat
daerah serta fasilitasi kelembagaan Kabupaten/Kota;

. mengkoordinasikan dan menyusun kegiatan pengembangan kelembagaan

perangkat daerah secara terencana sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

merencanakan, mengevaluasi, memfasilitasi penyusunan uraian tugas
kelembagaan dinas dan sekretariat DPRD, kelembagaan teknis daerah, lembaga
iain dan sekretariat daerah serta fasilitasi kelembagaan Kabupaten/Kota;
melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar berjalan secara maksimal,

mengumpulkan dan menganalizsis data kegiatan Sub Bagian di lingkungan
Bagian Kelembagaan; -

memberi perimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan;

memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub
Bagian di lingkungan Bagian Kelembagaan;

mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Kelembagaan
sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi
peniiaian DP3; _
menghimpun data laporan, program dan menelaah permasalahan yang berkaitan
dengan penataan kelembagaan:



|

mengareksi dan memberi paraf koordinasi naskah dinas yang dikelola bidang
kelembagaan;

m. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,

{3} Bagian Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan

a.
b.

3.

Sub Bagian Kelembagaan Dinas dan Sekretariat DPRD:

guh Iiagfm Kelembagaan Lembaga Teknis Daerah (LTD) dan Sekretariat
aerah;

Sub Bagian Fasilitas: Kelembagaan Kabupaten/Kota,

SUB BAGIAN
KELEMBAGAAN DINAS DAN SEKRETARIAT DPRD

Pasal 94

{1) Sub Bagian Kelembagaan Dinas dan Sekretarist DPRD mempunyai fungsi
menyusun bahan penyusunan dan penataan kelembagaan dan penyiapan fasilitasi
dan pembinaan kelembagaan dinas dan sekretariat DPRD,

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Kelembagaan Dinas dan Sekretariat DPRD mempunyai rincian tugas sebagai
berikut

a.

b.

C.

meanyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan yang berkaitan
dengan penataan kelembagaan dinas dan Sekretariat DPRD;

melaksanakan kegiataan telaahan dan kajian teknis penataan kelembagaan
dinas dan Sekretariat DPRD;

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan
program dan laporan penataan kelembagaan dinas dan sekretariat DPRD;
menyusun rencana kerfa dan pelaksanaan kegiatan pengembangan
kelembagaan dinas dan sekretariat DPRD secara tepat dan terarah;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait,
menyusun paedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Kelembagaan Dinas dan Sekretariat DPRD;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
kelembagaan Dinas dan Sekretariat OPRD;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang

fugasnya;
menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3, -

melakukan kerjgsama secara harmonis dalam lingkup Biro Drgani:-:msi; _
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapal sebagai
bahan pertanggungjawaban pefaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan



SUB BAGIAN
KELEMBAGAAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH (LTD)
DAN SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 95

(1) Sub Bagian Kelembagaan Lembaga Teknis Daerah dan Sekretariat Daerah
mempunyai fungsi menyusun bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis,

fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan lembaga teknis daerah dan
sekretanat daerah.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Kelembagaan Lembaga Teknis Daerah dan Sekretariat Daerah mempunyai rincian
tugas sebagai berikut |

.
b.

C.

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan di bidang
kelembagaan lembaga teknis daerah dan sekretariat daerah;

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis pengembangan kelembagaan
lembaga teknis daerah dan sekretariat daerah:

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan uraian
tugas dan pembinaan kelembagaan lembaga leknis daerah dan sekretariat
daerah;

menyusun rencana kera dan mengevaluasi kegiatan pengembangan
kelermbagaan lembaga teknis daerah dan sekretariat daerah;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagilan
Kelembagaan Lembaga Teknis Daerah dan Sekretariat Daerah;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Kelembagaan Lembaga Teknis Daerah dan Sekretariat Daerah;

membuat telaahan staf unfuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya,

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Organisasi;
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan peranggungjawaban pelaksanaan tugas,

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,

SUB BAGIAN
FASILITASI KELEMBAGAAN KABUPATEN/KOTA

-

Pasal 96

{1} Sub Bagian Fasilitasi Kelembagaan Kabupaten/Kota men::punyai fungsi menyusun
hahan koordinasi perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan
pembinaan fasilitasi kelembagaan kabupaten/kota.
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(2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Fasilitas: Kelembagaan Kabupaten/Kota mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.
b.

—

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan penataan
kelembagaan Kabupaten/Kota;

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis pengembangan kelembagaan
di Kabupaten/Kota;

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan
program pembinaan penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota;

menyusun rencana kerja dan mengevaluasi kegiatan pengembangan penataan
kelembagaan daerah Kabupaten/Kota;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Fasilitasi Kelembagaan Kabupaten/Kota;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Fasilitasi Kelembagaan Kabupaten/Kota;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya,

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Organisasi;
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAGIAN
TATALAKSANA

Pasal 97

{1) Bagian Tatalaksana mempunyal fungsi menyusun program, mengkoordinasikan,
membina, mengendalikan, mengarahkan, mengevaluasi dan menyelenggarakan
kegiatan pengembangan ketatalaksanaan,

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dirqahsud pada ayat (1), Bagian
Tatalaksana mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.
b

.

menyusun rencana dan program kera; i
merencanakan dan melaksanakan, penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis pembinaan ketatalaksanaan; : 2 o
mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pemberian fasilitasi
penyelenggaraan ketatalaksanaan, =~ ‘ o
merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mensmkmms-_&mkan
penyiapan bahan penyelenggaraan sistem dan prosedur, hubungan kerja dan
akuntabilitas kinerna;

melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengmralugai pelaksanaan tugas
bawahan agar berjalan secara maksimal di bidang sistem dan prosedur,
hubungan kerja dan akuntabilitas kinerja, -
mengkoordinasikan kegiatan pengembangan ketatalaksanaan dengan unit-unit
kerja di lingkungan Bire Organisasi

75



M.
3

menghimpun data laporan program dan menelaah permasalahan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan ketatalaksanaan:

. mengumpuikan dan menganalisis data kegiatan Sub Bagian di lingkungan

Bagian Tatalaksana;

memberi pefimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan;

memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada kepala Sub
Bagian di lingkungan Bagian Tatalaksana;

mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Tatalaksana
sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi
penilaian DP3;

mengoreksi dan memberi paraf koordinasi naskah dinas yang dikelola di
lingkungan bagian Tatalaksana;

membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

mejaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Bagian Tatalaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan

a.
b.
L =N

Sub Bagian Sistern dan Prasedur;
Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja;
Sub Bagian Tata Usaha Biro,

SUB BAGIAN
SISTEM DAN PROSEDUR

Pasal 98

(1) Sub Bagian Sistem dan Prosedur mempunyai fungsi menyusun bahan koordinasi
perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan sistem dan prosedur.

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Sistem dan Prosedur mempunyai rincian tugas sebagai berikut

a,
b,

=

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan pengembangan
sistem dan prosedur kerja;

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis penerapan sistem dan
prosedur;

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan
program dan [aporan kegiatan;

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan secara tepat dan terarah;
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
pengembangan sistem dan prosedur kerja, -

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Sistem dan Prosedur,

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karrer diantaranya memberi penilaian DP3; _
melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Organisasi;
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan lugas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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SUB BAGIAN
AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 93

(1) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja mempunyai fungsi menyusun bahan koordinasi

perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan akuntabilitas
kinena.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Akuntabilitas Kinerja mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a
&

.

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisia data pelaksanaan kegiatan pembinaan
akuntabilitas kinerja;

melaksanakan kegiataan felaahan dan kajian teknis pembinaan akuntsbilitas
kinerna,

melakukan kergasama dengan insfansi terkait dalam rangka pembinaan
pengembangan akuntabilitas kinerja;

menyusun rencana kerja dan mengevaluasi kegiatan pengembangan
akuntabilitas kinerja;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemeriniah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Akuntabilitas Kineda;

menyusun rencana dan langkab-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Akuntabiiitas Kinerja;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya,

menilai prestasi kerja bawahan sebagal bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam fingkup Biro Organisasi,
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapal sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

SUB BAGIAN
TATA USAHA BIRO

Pasal 100

(1) Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai fungsi menyusun bahan koordinasi
perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang
tata usaha biro. -

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimalf:sud pada ayat (1), Sub Bagian
Tata Usaha Biro mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.
b,

C.

d

menyusun rencana dan program kerja; _
mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan dalam rangka

kelancaran surat menyurat biro, _ )
melaksanakan kegiataan pembinaan staf lingkup Sub Bagian Tata Usaha Biro;
melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan dan

pembinaan penatausahaan biro.
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menyusun rencana kera dan mengevaluasi kegiatan pengembangan
penatausahaan biro;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

menyusun pedoman dan pelunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
pengembangan penatausahaan biro;

menyusun rencana dan langkah-langkah koordinasi  untuk pembinaan
penatausahaan biro;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Organisasi;
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas:

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAGIAN
ANALISIS JABATAN

Pasal 101

(1) Bagian Analisis Jabatan mempunyai fungsi menyusun program, mengkoordinasikan,
membina, mengendalikan, mengarahkan, mengevaluasi dan menyelenggarakan
kegiatan analisis jabatan.

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Analisis
Jabatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut

a
b

C

meanyusun rencana dan program kera;

mearencanakan dan mealaksanakan, penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis pembinaan kegiatan penyusunan analisis jabatan;

mengorganisasikan, melaksanakan pengumpuian bahan, mengevaluasi
pemberian fasilitasi penyelenggaraan analisis jabatan;

merencanakan, mengevaluasi, mengendalikan program dan kegiatan penyiapan
bahan penyelenggaraan analisis jabatan;

melakshnakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar berjalan secara maksimal di bidang analisis jabatan;
melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar berjalan secara maksimal,

mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Sub Bagian di lingkungan
Bagian Analisis Jabatan,

memberi pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan;

memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub
Bagian di lingkungan Bagian Analisis Jabatan,

mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bagian di fingkungan Bagian Analisis
Jabatan sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya
memberi penilaian DP3; )
menghimpun data laporan, program dan menelaah permasalahan yang berkaitan
dengan masalah analisis Jabatan; _
mengoreksi dan memberi paraf koordinasi naskah dinas yang dikelola di
lingkungan Bagian Analisis Jabatan,
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m. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi:
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,

{3} Bagian Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan
a Sub Bagian Analisis Jabatan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
b. Sub Bagian Analisis Jabatan Dinas;
c. Sub Bagian Analisis Jabatan Lembaga Teknis Daerah,

SUB BAGIAN
ANALISIS JABATAN SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 102
{1} Sub Bagian Analisis Jabatan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan kebijakan teknis,
fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan analisis jabatan sekretariat daerah dan
sekretanat dewan perwakilan rakyat daerah.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Analisis WJabatan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana dan program kerja;

b. mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan analisis jabatan
sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;

c. melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis pembinaan analisis jabatan
sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;

d. melakukan Kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan
program dan laporan pelaksanaan analisis jabatan sekretariat daerah dan
sekretariat dewan perwakilan rakyal daerah;

e  menyusun rencana kena dan pelaksanaan kegiatan secara tepat dan terarah;

f. menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bag
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

g. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Baglan
Analisis Jabatan Sekretariat Daerah dan Sekretarial Dewan Perwakilan Rakyat
Oaerah;

h. menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Analisis Jabatan Sekretarial Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah;
1. membuat lelaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesual dengan bidang
tugasnya; o

|. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3; .

k melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Organisasi; )

|, menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan fugas,

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan aleh atasan.



SUB BAGIAN
ANALISIS JABATAN DINAS

Pasal 103

{1} Eub_Eagian Analisis Jabatan Dinas mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan
kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan analisis jabatan dinas.

{2) Untuk rpelaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Analisis Jabatan mempunyai rincian tugas sebagai barikut -

a.
5

C.

meanyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Analisis Jabatan Dinas;

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis tugas-tugas Sub Bagian
Analisis Jabatan Dinas;

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan laporan
kegiatan pembinaan Sub Bagian Analisis Jabatan Dinas;

menyusun rencana kera dan pelaksanaan kegiatan analisis jabatan dinas
secara tepat dan terarah;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

menyusun pedeman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Analisis fabatan Dinas;

menyusun rencana dan langkahb-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Analisiz Jabatan Dinas;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;

menilai prestasi kerja bawahan sebagal bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Organisasi;
menyyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,

SUB BAGIAN
ANALISIS JABATAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 104

{1) Sub Bagian Analisis Jabatan Lembaga Teknis Daerash  mempunyai fungsi
menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, fasiltasi dan penyiapan bahan
pelaksanaan analisis jabatan lembaga teknis daerah.

-

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sul? quian
Analisis Jabatan Lembaga Teknis Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

d.

b

C.

menyusun rencana dan program kerja; _ :
mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan Sub Bagian

Analisis Jabatan Lembags Teknis Daerah; _ : 3 1
melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis dengan instansi terkait dalam

rangka penyusunan laporan kegiatan pembinaan di bidang Analisis Jabatan
Lembaga Teknis Daerah,;
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melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan laporan
kegiatan pembinaan di bidang Analisis Jabatan Teknis Daerah:

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan analisis
jabatan lembaga teknis daerah secara tepat dan terarah;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait:

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Analisis Jabatan Lembaga Teknis Daerah;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Analisis Jabatan Lembaga Teknis Daerah,

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya:

menilai prestas: kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dafam lingkup Biro Organisasi;
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR

Pasal 105

(1) Bagian Kepegawaian dan Pendayagunaan Aparatur mempunyai fungsi menyusun
program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengarahkan,
mengevaluasi dan menyelenggarakan kegiatan kepegawaian dan pendayagunaan
aparatur,

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Kepegawaian dan Pendayagunaan Aparatur mempunyai rincian tugas sebagai
borikut :

.

b

c.

menyusun rencana dan program kerja;

merencanakan dan melaksanakan, penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis pembinaan kegiatan kepegawaian dan pendayagunaan aparatur;
mengorganisasikan, melaksanakan pengumpulan bahan, mengevaluasi
pemberian fasilitasi penyelenggaraan kepegawaian dan pendayagunaan
aparaiur;

menata arsip menyiapkan bundel kepegawaian Setda Provinsi Papua Barat;
menata data kepegawaian dan menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
Setda;

mempersiapkan administrasi kepegawaian kenafken pangkat, gaji berkala,
karpeg, kars, karsu, pensiun, DP3 dan peningkatan disiplin aparatur di
lingkunganSetda Provinsi Papua Barat,

melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar berjalan secara maksimal; _ o
mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Sub Bagian di lingkungan
Bagian Kepegawaian dan Pendayagunaan Aparatur;

memberi pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan;

memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub
Bagian di lingkungan Bagian Kepegawaian dan Pendayagunaan Aparatur,;
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[T,
D.

mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Kepegawaian
dan Pendayagunaan Aparatur sebagai bahan pembinaan karier yang
bersangkutan diantaranya memberi penilaian DP3;

menghimpun data laporan, program dan menelaah permasalahan yang berkaitan
dengan masalah analisis Jabatan:

mengoreksi dan memberi paral koordinasi naskah dinas yang dikelola di
lingkungan Bagian Kepegawaian dan Pendayagunaan Aparatur:

membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi:

melaksanakan tugas lain yang diberikan aleh atasan.

(3) Bagian Kepegawaian dan Pendayagunaan Aparatur sebagaimana dimaksud pada
ayat {1), membawahkan :

= |

b
.

Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia:
Sub Bagian Pengembangan Budaya Kerja Aparatur;
Sub Bagian Sistem Pengendalian Intern,

SUB BAGIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 106

(1) Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi menyusun
bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan
pengembangan Sumber Daya Manusia,

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.
D.

C.

m

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan pengembangan
sumber daya manusia,

melaksanakan kegiatan telaghan dan kajian teknis pembinaan pengembangan
sumber daya manusia,

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan
program dan laporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;
menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan secara tepat dan terarah;
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pernerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Pengembangan Sumber Daya Manusia

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Pengembangan Sumber Daya Manusia;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atesan sesuai dengan bidang
fugasnya;

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Organisasi; _
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas:

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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SUB BAGIAN
PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR

Pasal 107

(1) Sub Bagian Pengembangan Budaya Kerja Aparatur mempunyai fungsi menyusun
bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan
pengembangan budaya kerja aparatur,

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebapaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Pengembangan Budaya Kerja Aparatur mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

d.
b.

G,

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Pengembangan Budaya Kerja Aparatur,

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis tugas-tugas Sub Bagian
Pengembangan Budaya Kerja Aparatur,

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan laparan
kegiatan pembinaan Sub Bagian Pengembangan Budaya Kerja Aparatur:
menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan budaya
kerja'aparatur dinas secara tepat dan terarah;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Pengembangan Budaya Kerja Aparatur; p

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Pengembangan Budaya Kerja Aparatur;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
lugasnya,

menilal prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Organisasi,

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan penanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pasal 108

(1) Sub Bagian Sistem Pengendalian Intern mempunyai fungsi menyusun bahan
perumusan kebiiakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pelaksanaan sistem
pengendalian intern. -~

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Sistem Pengendalian Intern mempunyai rincian tugas sebagai berikut

=}

b.

C.

menyusun rencana dan program kerja; )
mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan Sub Bagian

Sistem Pengendalian Intern; ' ' _ .
melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis dengan instansi terkait dalam

rangka penyusunan laporan kegiatan pembinaan di bidang sistem pengendalian
interrn;
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melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam

kegiatan pembinaan di bjggng sistem pengand;:tah ir:ate:ﬁ}:m e
menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem
pengendalian intern secara tepat dan terarah:

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Sistem Pengendalian Intern;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Sistem Pengendalian Intern;

membuat telaahan staf unfuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3:

melakukan kefjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Crganisasi;

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan peranggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
BIRO UMUM

Pasal 109

(1) Biro Umum mempunyar fungsi menyusun program, mengkoordinasikan,
mengevaluasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan yang
berhubungan dengan urusan rumah tangga, keuangan sekretariat daerah, sandi dan
telekomunikasi serta urusan tata usaha umum.

{2} Untuk melsksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Umum
meampunyai rincian tugas sebagai berikut ;

a.
b.

menetapkan rencana dan program kerja;

mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan menyiapkan perumusan
kebijakan pelaksanaan tugas-tugas di bidang rumah tangga, keuangan setda,
sandi dan telekomunikasi serta tata usaha;

merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan
mengevaluasi penyelenggaraan tugas-tugas di bidang rumah tangga, keuangan
setda, sandi dan telekamuntkasi seria tata usaha;

merencanakan gan mengkoordinasikan, merumuskan dan menyiapkan petunjuk
teknis penyelenggaraan tugas-tugas di bidang rumah tangga, keuangan setda,
sandi dan telekomunikasi serta tata usaha; e

menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi penyelenggaraan tugas-
tugas di bidang rumah tangga, keuangan setda, sandi dan telekomunikasi serta
tata usaha;

mengkaji, menganalisis dan merumuskan kebijakan teknis yang ) berkaitan
dengan urusan rumah tangga, keuangan setda, sandi dan telekomunikasi serta
tata usaha;

melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi tugas bawahan
agar beralan secara maksimal,
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memben petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

menilai prestasi kefja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

memberi pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan;

membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi:

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

(3) Biro Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan -

a.
8
c.
d.

Bagian Rumah Tangga;

Bagian Keuangan Setda:

Bagian Sandi dan Telekomunikasi
Bagian Tata Usaha Umum.

BAGIAN
RUMAH TANGGA

Pasal 110

€13 Eagfar? Rumah Tangga mempunyai fungsi menyusun kegiatan, mengkoordinasikan,
membina, mengendalikan, mengarahkan, mengevaluasi dan menyelenggarakan
Kegiatan rumah tangga.

(2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Rumah Tangga mempunyai rincian tugas sebagal berikut :

=]
b.

menyusun rencana dan program kerja;

merencanakan dan melaksanakan, penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis pembinaan penyelenggaraan urusan rumah tangga pimpinan, urusan
dalam serta sarana dan pelayanan;

menyusun rencana kebutuhan sarana dan parasarana kantor, rumah jabatan
gubemur/wakil gubernur dan sekda sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
melaksanakan pengaturan kerumahtanggaan serta perawatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana kantor, rumah jabatan gubermnur/iwakil gubernur dan
sekda,

merencanakan, mengevaluasi, mengendalikan program dan kegiatan penyiapan
bahan penyelenggaraan urusan rumah tangga pimpinan, urusan dalam serta
sarana dan pelayanan;

melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar berjalan secara maksimal pada Bagian Rumah Tangga;
melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar berjalan secara maksimal;

mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan=8ub Bagian di lingkungan
Bagiart Rumah Tangga,

memberi pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan,

memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub
Bagian di lingkungan Bagian Rumah Tangga:

mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Rumah
Tangoa sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya
memberi penitaian DP3. .
menghimpun data laporan, program dan menelaah permasalahan yang berkaitan
urusan rumah tangga pemerintah daerah;
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0n,
0,

mengoreksi dan memberi paraf koordinasi naskah dinas yang dikelola di
lingkungan Bagian Rumah Tangga;

membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi:
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

(3) Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan -

a,
b.
C.

Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
Sub Bagian Urusan Dalam;
Sub Bagian Sarana dan Pelayanan.

SUB BAGIAN
RUMAH TANGGA PIMPINAN

Pasal 111

(1) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan mempunyai fungsi menyusun bahan
perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pelaksanaan rumah
tangga pimpinan,

{(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Rumah Tangga Pimpinan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.
b,

.

M.

menyusun rencana dan program kera;

mengumpulkan dan menganalisis data kebutuhan rumah tangga pimpinan
Rumah Tangga Pimpinan,

melaksanakan kegiatan perencanaan perawatan inventaris rumah tangga
pimpinan;

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan laparan
kegiatan pembinaan di bidang rumah tangga pimpinan;

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan rumah
tangga pimpinan secara tepat dan terarah;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian

Rumah Tangga Pimpinan;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Rumah Tangga Pimpinan;

membuat telaahan staf untuk disjukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Umum; _ _
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil=yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

melaksanakan tugas lan yang diberikan oleh atasan.
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SUB BAGIAN
URUSAN DALAM

Pasal 112

{1}Sup_ Bagian ,Jmsan Dalam mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan
léebuakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan pengembangan urusan
aiam.
{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Urusan Dalam mempunyai rincian tugas sebagai berikut ;

a.
b,

C.

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan pengembangan
urusan dalam;

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis pembinaan pengembangan
urusan dalam;

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan
program dan faporan pelaksanaan pengembangan urusan dalam;

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan secara tepat dan terarah;
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Urusan Dalam;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Urusan Dalam;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya:

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Umum,

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN
SARANA DAN PELAYANAN

Pasal 113

(1 Sub Bagian Sarana dan Pelayanan  mempunyai fungsi menyusun bahan
perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan
pengembangan sarana dan pelayanan

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud gada ayat {1}, Sub Bagian
Sarana dan Pelayanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a.
b.

c

menyusun rencana dan program kerja; ) )
mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan Sub Bagian

Sarana dan Pelayanan, '
melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis tugas-tugas Sub Bagian

Sarana dan Pelayanan,
melakukan kerjasama dengan instansi terkail dalam rangka penyusunan laporan

kegiatan pembinaan Sub Bagian Sarana dan Pelayanan;
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menyusun rencana kera dan pelaksanaan kegiatan pengembangan sarana dan
prakarana kerja secara tepat dan terarah:;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait:

menyusun pedoman dan petunjuk ieknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Sarana dan Pelayanan:

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Sarana dan Pelayanan;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya,

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memben penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Umum;

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas:

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAGIAN
KEUANGAN SETDA

Pasal 114

(1) Bagian  Keuangan Setda mempunyai fungsi menyusun  kegiatan,
mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengarahkan, mengevaluasi dan
menyelenggarakan kegiatan keuangan selda sesuai dengan kompetensi.

{2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Keuangan Setda mempunyai rincian tugas sebagai berikut |

a.
b.

mMenyusun rencana dan program Kerja;

merencanakan dan melaksanakan, penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis pembinaan penyelenggaraan urusan gaji, merencanakan anggaran setda
dan urusan perjalanan dinas,

mengorganisasikan, mefaksanakan pengumpulan bahan, mengevaluasi
pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan gaji, merencanakan anggaran dan
urusan perjalanan dinas;

merencanakan, mengevaluasi, mengendalikan program dan kegiatan penyfapan
bahan penyelenggaraan urusan gaji, anggaran dan urusan perjalanan dinas;
melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar berjalan secara maksimal pada Bagian Keuangan Setda,
melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar berfalan secara maksimal,

mengumpulkan dan menganalisis data kegiatam-Bub Bagian di lingkungan
Bagian Keuangan Setfda,

member pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan;

memberl petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub
Bagian di lingkungan Bagian Keuangan Setda; )
mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Keuangan
Setda sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi
penilaian DP3;

menghimpun data laporan, program dan menelaah permasalahan yang berkaitan
urusan keuangan setda;
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membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3,

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Umum:;

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAGIAN
' SANDI DAN TELEKOMUNIKASI

Pasal 118

(1) Bagian Sandi dan Telekomunikasi mempunyai fungsi menyusun program,
mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan
menyelenggarakan kegiatan pengembangan sandi dan telekomunikasi,

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Sandi
dan Telekomunikasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.
b.

i

kK.

menyusun rencana dan program kerja;

merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan
mengevaliuasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan
sandi dan telekomunikasi;

merencanakan, mengkoordinasikan penyiapan perangkat sandi dan
telekomunikasi sebagai sarana penyampaian informasi pemerintah daerah;
merencanakan penyediaan tenaga terampil yang menguasal teknologi
persandian dan telekomunikasi kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi Papua
Barat,

menyusun petunjuk teknis penggunaan dan pengamanan penyampaian
dokumenfinformasi tertulis dan atau dalam bentuk lain bagi keperuan
Pemerintah Provinsi Papua Barat,

merencanakan penyediaan fasilitas yang memadai untuk pengamanan dokumen
tertulis maupun dalam bentuk lain yang dihasilkan dari penggunaan teknologi
persandian dan telekomunikasi;

memberi telaahan staf kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

membimbing bawahan dan memberi penilaian pelaksanaan tugas;
menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan
tugas,

membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

H_-_

{3) Bagian Sandi dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

membawahkan: o
a. Sub Bagian Pemeliharaan Peralatan Sandi dan Telekomunikasi;
b. Sub Bagian Pengamanan dan Operasi Sandi;

G

Sub Bagian Administrasi Telekomunikasi.
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| mengoreksi dan memberi paraf koordinast naskah dinas yang dikelola di
lingkungan Bagian Keuangan Setda;

m. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Bagian Keuangan Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan -
a. Sub Bagian Urusan Gajt;
b. Sub Bagian Anggaran;
¢ Sub Bagian Perjalanan Dinas.

SUB BAGIAN
URUSAN GAJI

Pasal 115
(1) Sub Bagian Urusqn Gaji mempunyai fungsi menyusun keperluan administrasi
dalam rangka perhitungan dan pembuatan daftar dan pembayaran gaji setda.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagtan

Urusan Gaji mempunyai rincian tugas sebagai berikut

a. menyusun rencana dan program kerja;

b. mengumpulkan dan menganalisis data yang berhubungan dengan perhitungan
gaji, gaji berkala, pensiun dan lain-lain;

c. melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis dengan instansi terkait dalam
rangka penyusunan administrasi urusan gaji;

1. melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan laporan
kegiatan pengelolaan urusan gaiji;

g menyusun rencana kerja dan pengelolaan administrasi urusan gaji secara tepat
dan transparan,

f  menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerntah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

g menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Urusan Gaji;

h menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Urusan Gaji;

i, membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesual dengan bidang
tugasnya:

. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

k. melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Umum;

| menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; -

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN
ANGGARAN

Pasal 116
(1) Sub Bagian Anggaran mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan kebijakan
teknis. fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan pengembangan Anggaran.
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(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Anggaran mempunyal rincian tugas sebagai berikut -

.
b.

L=

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan pengembangan
administrasi pengelolaan anggaran;

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis pembinaan pengembangan
pengelolaan administrasi anggaran;

melakukan kerasama dengan instansi ferkait dalam rangka penyusunan
program dan laporan pelaksanaan pengembangan pengelolaan administrasi
anggaran,

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan secara tepat dan terarah;
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Anggaran;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Anggaran;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
lugasnya,

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Umum;

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas:

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5UB BAGIAN
URUSAN PERJALANAN DINAS

Pasal 117

{1) Sub Bagian Urusan Perjalanan Dinas mempunyai fungsi menyusun bahan
perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan
pengembangan urusan perjalanan dinas.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud paqa ayat {1}. Sub Bagian
Urusan Perjalana Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut

=N =

®

menyusun rencana dan program kerja; _ .
mengumpulkan dan menganalisis data administrasi perjalanan q‘mas: '
melaksanakan kegiatan perhitungan dan pembayaran biaya perjalanan dinas,
melakukan kerjasamna dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan laporan
kegiatan pembinaan Sub Bagian Urusan PerjalananBinas;
menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan urusan
perjalanan dinas secara tepat dan terarah; : ‘ _
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait, _
menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
rusan Perjalanan Dinas; _ ;
1F'r'l'lea-r'rg.eusurvlﬂrfe-.r'u::an:-.wu dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian

Urusan Perjalanan Dinas;
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SUB BAGIAN
FEMELIHARAAN PERALATAN SANDI DAN TELEKOMUNIKAS!

Pasal 118

{1) Sub Bagian Pemeliharaan Peralatan Sandi dan Telekomunikasi mempunyai fungsi
menyusun bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis, fasiltasi dan
pemeliharaan peralatan sandi dan telekomunikasi:

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Femelharaan Peralatan Sandi dan Telekomunikasi mempunyai rincian tugas
sebagai berikut

a
D

C.

Menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan pemeliharaan
peralatan sandi dan telekomunikasi;

melaksanakan kegiataan kajian teknologi penggunaan peralatan sandi dan
telekomunikasi,

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyediaan
perangkatl kerja/pemeliharaan peralatan sandi dan telekomunikasi;

menyusun rencana kera pembinaan sumberdaya aparatur untuk penguasaan
teknologi persandian dan telekomunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi
Papua Barat;

menyusun rencana kerja dan mengevaluasi kegiatan dan mengendalikan sistem
komunikasi antara KabupatenMota dan Provinsi dengan menggunakan
Peralatan Radio HF (SSB), Radio UHF,

menyusun pedoman dan petunjuk teknis, pelaksanaan, pengendalian proses
penatausahaan sistem jaringan telekomunikasi;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis, pelaksanaan, pengendalian sistemn
jaringan  telekomunikasi satelit (video conference} dan multimedia,
penatausahaan sistemn jaringan telekomunikasi data serta sistem PABXftelepon,
radio dan mulitimedisa;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi
lembaga pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
menyusun pedoman dan petunjuk teknis penggunaan dan pengamanan serta
pemeliharaan peralatan sandi dan telekomunikasi;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Pemeliharaan Peralatan Sandi dan Telekomunikasi,

membuat telaahan staf untuk diagjukan kepada atasan sesual dengan bidang
tugasnya,

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Umum;l : ;
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil*yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



SUB BAGIAN
PENGAMANAN DAN OPERASI SANDI

Pasal 120
(1} Sub Bagian Pengamanan dan Operasi Sandi mempunyai fungsi penyusunan bahan

perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan pengamanan dan operasi
sandi.

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian

Fengamanan dan Operasi Sandi mempunyai rincian tugas sebagai berikut -

a. menyusun réncana dan program kerja;

b. mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan pengamanan dan
operasi sandi;

¢c. melaksanakan kegiataan kajian dan analisa kelsyakan pengirman dan
penerimaan berita dengan menggunakan perangkat persandian;

d melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pengamanan dan operasi sandi;

e menyusun rencana kerja dan pembinaan staf untuk menjaga keabsahan berita
sandl;

f. menyusunrencana kerja dan informasi secara lengkap sebagai bahan analisa
dan petunjuk pimpinan;

g. menyusun pedoman dan petunjuk teknis, pelaksanaan pengendalian peralatan
kripto fax, faximile;

h, menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk kepentingan Sub Bagian
Pengamanan dan QOperasi Sandi;

i, menyediakan fasiiitas dan sarana kerja secara memadai bagi kegiatan
pengamanan dan operasi sandi;

j. membuat telashan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya,

k. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karer diantaranya memberi penilaian OP3;

I. melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Umum;

m. menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas:

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN
ADMINISTRASI TELEKOMUNIKASI

Pasal 121
(1) Sub Bagian Administrasi Telekomunikasi mempunyab<$ungsi penyusunan bahan
perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang
administrasi telekomunikasi.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Sub Bagian
Administrasi Telekomunikasi mempunyal tugas sebagai berikut -
a, menyusun rencana dan program kerja; N . g
b. mengumpulkan dan menganalisis data pengelolaan administrasi telekomunikast,

c. menyediakan perangkat kera bagi kelancaran pelaksanaan administrasi
telekomunikasi;
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melakukan ka_-rfasama dengan instansi terkail dalam rangka penyusunan
program pembinaan administrasi telekomunikasi;

mangkajl dan menganalisis kelengkapan administrasi berita melalui teknologi
telekomunikas:;

meneliti dan mendokumentasikan bahan dalam rangka pengelolaan administrasi
telekomunikasi;
menyediakan dan membimbing tenaga pengelolaan administrasi telekomunikasi;

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan administrasi
telekomunikasi;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk kelancaran Sub Bagian
Adrministrasi Telekomunikasi:

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Administrasi Telekomunikasi;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya,

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karer diantaranya memberi penilaian DP3;

. melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Umum:

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas:
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAGIAN
TATA USAHA UMUM

Pasal 122

(1) Bagian Tata Usaha Umum mempunyai fungsi menyusun kegiatan,
mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengarahkan, mengevaluasi dan
menyelenggarakan kegiatan tata usaha umum sesuai dengan kompetensi,

{2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata
Usaha Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut

.

b

menyusun rencana dan program kerja,

merencanakan dan melaksanakan, penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis pembinaan penyelenggaraan arsip dan ekspedisi, tata usaha pimpinan,
tata usaha biro,

mengorganisasikan, melaksanakan pengumpulan bahan, mengevaluasi
pemberian fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan arsip dan ekspedisi, tata
usaha pimpinan, tata usaha biro; _
merencanakan, mengevaluasi, mengendalikan program dan kegiatan penyiapan
bahan penyelenggaraan arsip dan ekspedisi, tata wsaha pimpinan, tata usaha
biro;

melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
hawahan agar berjalan secara maksimal pada Bagian Tata Usaha Umum;
melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar berjalan secara maksimal, !
mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Sub Bagian di lingkungan
Bagian Tata Usaha Umum,

memberi pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan;



m
mn

memben petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub
Bagian di hngkungan Bagian Tata Usaha Umum-

mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Tata Usaha
Umum sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranys
memberi penilaian DP3;

menghimpun data laporan, program dan menelaah permasalahan yang berkaitan
urusan tata usaha umum;

mengoreksi dan memberi paraf koordinasi naskah dinas yang dikelola di
lingkwngan Bagian Tata Usaha Umum:;

membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3} Bagian Tata Usaha Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan -

a.
o
i

Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi;
Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
Sub Bagian Tata Usaha Biro.

SUB BAGIAN
ARSIP DAN EKSPEDISI

Pasal 123

{1) Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan
kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pelaksanaan arsip dan ekspedisi.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Arsip dan Ekspedisi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a,
b.

c.

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Arsip
dan Ekspedisi;

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis dengan instansi terkait dalam
rangka penyusunan laporan kegiatan pembinaan di bidang arsip dan ekspedisi;
melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan [aporan
kegiatan pengelolaan arsip dan ekspedisi;

menata arsip surat dan mencetak surat masuk dan keluar sesvai dengan
ketentuan yang berlaku,

menyiapkan perangkat kera di lingkungan Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi
sesuai standar peralatan,

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya,

_ menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan

karier diantaranya memberi penilaian DP3, =3

melakukan kerjasama secara harmonis datam lingkup Biro Umum;

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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. SUB BAGIAN
TATA USAHA PIMPINAN

Pasal 124
(1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan
kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan pengembangan
pengelolaan urusan tata usaha pimpinan.

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata

Usaha Pimpinan mempunyai rincian tugas sebagai berkut :

a. menyusun rencana dan program kera;

b. mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan pengembangan
tata usaha pimpinan, menjaga kerahasiaan surat masuk dan surat keluar dari
pimpinan;

¢. melaksanakan kegiatan telashan dan kajian teknis alur dan perangkat disposisi
pimpinan untuk menjaga kerahasiaan isi surat,

d. melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan
program dan laporan pelaksanaan pengembangan pengelolaan tata usaha
pimEnan;

2. menyusun rencana kera dan pelaksanaan kegiatan secara tepat dan
terkoordinasi;

f. menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kesja terkait;

g. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Tata Usaha Pimpinan;

h. menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Tata Usaha Pimpinan;

i. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;

i, menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

k. melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Umum;

|. menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,

SUB BAGIAN
TATA USAHA BIRO

Pasal 125
{1) Sub Bagian Tata Usaha Birc mempunyai fungsi meayusun bahan perumusan
kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan urusan
tata usaha biro.

(2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata
Usaha Bird mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. menyusun rencana dan program kera. . )
b. mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan mekanisme alur
surat masuk keluar secara terib,
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Lo me
tata usaha; kelancaran pelayanan

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam ran

: } gka penyusunan
kegiatan pembinaan Sub Bagian Tata Usaha Biro: e aporan
menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan
i ) pengembangan pengelolaan
manyigpkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait:

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan )
Tata Usaha Biro: penyelengg egiatan Sub Bagian

- menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian

Tata Usaha Biro;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya,

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan ban
karer diantaranya memberi penilaian DP3; TR R
melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Umum:

menyusun laporan $ub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan fugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
BIRO PERLENGKAPAN

Pasal 126

(1) Biro Perlengkapan mempunyal fungsi menyusun program, mengkoordinasikan,
mengevaluasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan yang
berhubungan dengan analisa kebutuhan dan inventarisasi, pengadaan dan
distribusi, pemeliharaan dan penghapusan serta pengendalian inventaris.

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro
Perlengkapan mempunyai rincian tugas sebagai berikut

a,
b.

menetapkan rencana dan program kerja;

mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan menyiapkan perumusan
kebijakan teknis analisis kebutuhan dan inventarisasi, pengadaan dan distribusi,
pemeliharaan dan penghapusan serta pengendalian inventaris;

merencanakan penyusunan daftar kebutuhan barang, daftar rekanan,
penyusunan daftar harga barang sesual dengan ketentuan yang berlaku;
merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan
mengevaluasi pembinaan administratif penyelenggseaan tugas-tugas di bidang
analisa kebutuhan dan inventarisasi, pengadaan dan distribusi, pemeliharaan
dan penghapusan sera pengendalian inventaris,

menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi penyelenggaraan tugas-
ugas di bidang analisa kebutuhan dan inventarisasi, pengadaan dan distribusi,
pemeliharaan dan penghapusan serta pengendalian inventaris;

mengkaji, menganalisis dan merumuskan kebijakan teknis yang berkaitan
dengan penyiapan analisa kebutuhan dan inventarisasi, pengadaan dan
distribusi, pemeliharaan dan penghapusan serta pangendalian inventans,
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I

K.

melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi tugas bawahan
agar berjalan secara maksimal:

memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

memberi pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan:

membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi,

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,

(3) Biro Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan -
a. Bagian Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi:
b. Bagian Pengadaan dan Distribusi:

.
d.

Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan;
Bagian Pengendalian Inventaris,

BAGIAN
: ANALISA KEBUTUHAN DAN INVENTARISASI

Pasal 127

(1) Bagian Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi mempunyai fungsi menyusun kegiatan,
mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengarahkan, mengevaluasi dan
menyelenggarakan kegiatan analisa kebutuhan dan inventarisasi.

{2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut

a,
b.

menyusun rencana dan program kefja;

merencanakan dan melaksanakan, perumusan kebijakan teknis analisa
kebutuhan dan inventarisasi, pengadaan dan distribusi, pemefiharaan dan
penghapusan serta pengendalian inventaris;

mengkoordinasikan, melaksanakan pengumpulan bahan dan mengevaluasi
kebutuhan dan inventansasi, pengadaan dan distribusi, pemeliharaan dan
penghapusan sena pengendalian inventaris untuk sinkronisasi sesuai dengan
kemampuan dan kebutuhan;

merencanakan, mengevaluasi, mengendalikan program dan kegiatan penyilapan
kebutuhan dan inventarisasi, pengadaan dan distribusi, pemeliharaan dan
penghapusan serta pengendalian inventaris SKPD,

melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar berjalan secara maksimal pada Bagian Analisa Kebutuhan dan
invertarisasi

melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar berjalan secara maksimai;

mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Sub Bagian di lingkungan
Bagian Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi,

memberi pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan;

memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub
Bagian di lingkungan Bagian Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi, ) A
mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Analisa
Kebutuhan dan Inventarisasi sebagai bahan pembinsan karier yang
bersangkutan diantaranya memberi penilaian DP3;
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m.
n

menghimpun data laporan, program dan menelaah permasalahan yang berkaitan
urusan rumah tangga pemerintah daerah:

mengoreksi dan memberi paral koordinasi naskah dinas yang dikelola di
lingkungan Bagian Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi:

membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

(3) Bagian Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
membawahkan |

3.
k.
=

Sub Bagian Program dan Standarisasi;
Sub Bagian Analisis:
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

SUB BAGIAN
PROGRAM DAN STANDARISASI

Pasal 128

(1) Sub Bagian Program dan Standarisasi mempunyai fungsi menyusun bahan
perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pelaksanaan program
dan standarisasi

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Frogram dan Standansasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.
b.
-

d

m.

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data kebutuhan dan standarisasi;
melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis dengan instansi terkait dalam
rangka penyusunan standarisasi barang;

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan harga
barang:

menyusun rencana kena dan pelaksanaan kegiatan pengembangan program
dan standarisasi secara tepat dan transparan,

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait,

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Program dan Standansasi;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan stal lingkup Sub Bagian
Program dan Standarisasi;

membuat telashan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang

tugasnya,
menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3; -

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Bire Perlengkapan;
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh atasan.



SUB BAGIAN
AMNALISIS

Pasal 129

(1) tST{t:r_Eag}Ean Analisis mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan kebijakan
eknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan pengembangan analisi
kebutuhan barang dan inventarisasi. = : s

{2} Llniu_h_ melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Analisis mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

d

b

menyusLun rencana dan program kerja,

;nerl'ngkum pulkan dan menganalisis data kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang
erlaku;

melaksanakan kegiatan analisis kebutuhan agar sesual dengan standar biaya,

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusm'mn

program dan laporan harga analisis;

menyusun rencana kera dan pelaksanaan kegiatan secara tepat dan terarah;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi

pemernntah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait,

Ier‘;':..u__lsun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
nalisis;

:anl}.rl.fsun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
nalisis,

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang

tugasnya:

menilai prestas: kera bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan

karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Perlengkapan;

menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai

bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN
EVALUASI DAN PELAFPORAN

Pasal 130

{1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi menyusun kebutuhan
bahan evaluasi dan pelaporan.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a

b.
c

d.

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpuikan dan menganalisis data evaluasi dan pelaporan;

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis tugas-tugas Sub Bagian
Evaluasi dan Pelaporan,

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan laporan
evaluasi kebutuhan dan pelaporan;

menyusun rencana kerja evaluasi dan pelaporan secara tepat dan transparan;
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
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menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Evaluasi dan Pelaporan:

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Evaluasi dan Pelaporan;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnys,

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
kaner diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Perlengkapan;
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan perlanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAGIAN
PENGADAAN DAN DISTRIBUSI

Pasal 131

(1) Bagian Pengadaan dan Distribusi mempunyai fungsi menyusun rencana kegiatan,
mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengarahkan, mengevaluasi dan
menyelenggarakan kegiatan pengadaan dan distribusi barang dan inventaris.

{2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Pengadaan dan Distribusi mempunyai rinclan tugas sebagai berikut

b

c.

s

menyusun rencana dan program kerja;

merencanakan dan melaksanakan penyiapan pengadaan dan distribusi barang
dan inventaris;

mengkoordinasikan, melaksanakan pengumpulan bahan, mengevaluasi proses
pengadaan dan distribusi barang dan inventaris;

merefcanakan, mengevaluasi, mengendalikan program pengadaan dan
distribusi barang dan inventaris,

melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar berjalan secara maksimal pada Bagian Pengadaan dan Distribusi;
melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar berjalan secara maksimal,

mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Sub Bagian di lingkungan
Bagian Pengadaan dan Distribusi;

memberi pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan;

memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub
Bagian di lingkungan Bagian Pengadaan dan Distribusi;

mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Pengadaan
dan Distribusi sebagal bahan pembinaan karier yamrg bersangkutan diantaranya
memberi penilaian DP3;

menghimpun data laporan, program dan menelaah permasalahan yang berkaitan
urusan pengadaan dan distribusi barang dan inventaris;

mengoreksi dan memberi paraf koordinasi naskah dinas yang dikelola di
lingkungan Bagian Pengadaan dan Distribusi barang dan inventaris;

.~ membusat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi:

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,
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(3) Bagian Pengadaan dan Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membawahkan | '
a. Sub Bagian Penyediaan Inventaris:
b. Sub Bagian Pendistribusian;
¢. Sub Bagian Penyimpanan,

SUB BAGIAN
PENYEDIAAN INVENTARIS

Pasal 132
(1) Sub Bagian Penyediaan Inventaris mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan
kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan penyediaan inventaris.

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian

Penyediaan Inventaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

2. menyusun rencana dan program kerja;

b. mengumpulkan dan menganalisis data penyediaan Inventaris:

c. melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis dengan instansi terkait dalam

rangka penyusunan laporan penyediaan kebutuhan inventaris:

d. melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan laporan

kebutuhan dan penyediaan inverntaris:

e menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan penyediaan

inventaris secara tepat sesuai standar;

I menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagail bahan koordinasi bagi

pemaearintah dan swasta yang mempunyal program kerja terkait;

g. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian

Penyediaan Inventaris;
h. menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Penyediaan Inventaris,

(. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang

tugasnya;

| menilai prestasi kerja bawahan sebagai bshan pembinaan dan pengembangan

karier diantaranya memberi penilaian DP3;

k. melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Perlengkapan;
menyusun laporan Sub Baglen berdasarkan hasil yang telah dicapal sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN -
PENDISTRIBUSIAN

Pasal 133
{1} Sub Bagian Pendistribusian mempunyai fungsi menyusun b_ahln perumusan
kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan administrasi pendistribusian barang.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimal-:ﬁuq pada ayat (1), Sub Bagian
Pendistribusian mempunyai rincian tugas sebagai berkut :
a  menyusun rencana dan program kerja;
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mengumpulkan dan menganalisis data kebutuhan barang guna fasilitasi
pengdistribusian;

meilaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis pengelolaan pendistribusian:
melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan
program pengelolaan pendistribusian;

menyusun rancana kerja dan pelaksanaan kegiatan secara tepat dan transparan;
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Pendistribusian;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Pendistnbusian;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Perlengkapan;
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

SUB BAGIAN
PENYIMPANAN

Pasal 134

(1) Sub Bagian Penyimpanan mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan
kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan pengembangan urusan
penyimpanan.

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Penyimpanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a.
b.

G

d.

-

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data penyimpanan barang inventaris;
melaksanakan kegiatan penyimpanan barang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan laporan
kegiatan penyimpanan,

menyediakan tempat penyimpanan barang yang representif aman dan nyaman,
menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan urusan
penyimpanan secara lepat dan terarah; o )
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait,

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyalenggaraan kegiatan Sub Bagian
Penyimpanar:, '
menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Penyimpanan: _ .
membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesual dengan bidang
tugasnya;

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;
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melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Perlengkapan;

- menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai

bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAGIAN
PEMELIHARAAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 135

(1) Bagan Ferlnaiigaraan dan Penghapusan mempunyai fungsi menyusun kegiatan,
mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengarahkan, mengevaluasi dan

menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan penghapusan barang inventaris dan
aset daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Pemeliharaan dan Penghapusan mempunyai rincian tugas sebagai berikut

a.
b.

=8

menyusun rencana dan program kerja;

merencanakan dan melaksanakan, penyiapan bahan pemeliharaan,
penghapusan barang serta pengendalian dan pengawasan barang;
mengkoordinasikan, menelfiti dan mengevaluasi permohonan penghapusan
barang inventaris,

mengkoordinasikan, melaksanakan pengumpulan bahan, mengevaluasi
pemberian fasilitasi penyelenggaraan pemeliharaan, penghapusan barang serta
pengendalian dan pengawasan barang;

merencanakan, mengevaluasi, mengendalikan program dan kegiatan penyiapan
bahan penyelenggaraan pemeliharaan, penghapusan barang serna pengendalian
dan pengawasan barang,

melaksanakan pembinaan. mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar beralan secara maksimal pada Bagian Pemeliharaan dan
Penghapusan,

melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar berjalan secara maksimal,

mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Sub Bagian di lingkungan
Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan,

memberi pertimbangan teknis pelaksanaan tugas Kepada atasan;

memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub
Bagian di lingkungan Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan;

mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bagfan di lingkungan Bagian Pemeliharaan
dan PRenghapusan sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan
diantaranya memberi penilaian DP3;

menghimpun data laporan, program dan menelaah parmasalahan yang berkaitan
pengelolaan pemeliharaan dan penghapusan barang dan inventaris;

. mengareksi dan memberi paraf koordinasi naskah dinas yang dikeiola di

lingkungan Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan;
membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh atasan.
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(3) Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membawahkan : :
a Sub Bagian Pemeliharaan Barang;
0. Sub Bagian Penghapusan Barang;
c. Sub Bagian Pengendalian dan Pengawasan Barang.

SUB BAGIAN
PEMELIHARAAN BARANG

Pasal 136

(1) Sul:r__Bagian Pemeliharaan Barang mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan
kebijakan tekms pemelinaraan barang.

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian

Pemeliharaan Barang mempunyai rincian tugas sebagai barikut :

3. menyusun rencana dan program kerja;

b. mengumpulkan dan menganalisis data pemeliharaan barang;

¢. melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis dengan instansi terkait datam

rangka penyusunan [aporan kegiatan bidang pemeliharaan barang;

d. melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyiapan petunjuk

teknis pemeliharsan barang;

e, menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang secara

aman dan tertib;

i, menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi

pemeintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

g. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan

pemeliharaan barang;

h. menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian

Pemeliharaan Barang;

. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang

fugasnya.;

| menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan

karier diantaranya memben penilaian DP3;

k. melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Perlengkapan;
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pl

SUB BAGIAN
PENGHAPUSAN BARANG -~

Pasal 137
(1) Sub Bagian Penghapusan Barang mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan
kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan penghapusan barang.

(2) Untuk melaksanakan fungs: sebagaimana dimaksud _paug ayat (1), Sub Bagian
Penghapusan Barang mempunyai rincian tugas sebagai berikut

a. menyusun rencana dan program kera; .
b mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan penghapusan barang,
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gle!ai-rsanahan kegiatan telaahan dan kajian teknis permohaonan penghapusan
arang,

melakukan kerjasama dengan instansi terkail dalam rangka penyusunan
adrministrasi penghapusan barang;

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan secara tepat dan transparan;
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bag}
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait:

menyusun pedoman dan petunjuk teknis tentang penghapusan barang;
menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Penghapusan Baraang;

membuat telashan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;

merilai prestasi kera bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Perlengkapan;
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BARANG

Pasal 138

{1) Sub Bagian Pangendalian dan Pengawasan Barang mempunyai fungsi menyusun
bahan perumusan kebijakan teknis. fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan
pengendalian dan pengawasan barang.

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Pengendalian dan Pengawasan Barang mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a
b.

.

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan pengendalian dan
pengawasan barang;

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis prosedur pengendalian dan
pengawasan barang;

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan
petunjuk teknis pengendalian dan pengawasan barang,

menyusun rencana kefja dan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan
pengawasan barang,

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelengparaan kegiatan Sub Bagian
Pengendalian dan Pengawasan Barang;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Pengendalian dan Pengawasan Barang; _ :
membuat telashan staf untuk diajukan kepada atasan sesual dengan bidang
tugasnya;

menilal prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dafam lingkup Biro Perlengkapan,
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|, menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,

BAGIAN
PENGENDALIAN INVENTARIS

Pasal 139
(1) Bagian Pengendalian Inventaris mempunyai fungsi menyusun kegiatan,
mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, mengevaluasi dan menyelenggarakan
kegiatan pengendalian inventaris.

{2} Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian

Pengendalian Inventaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut

a. menyusun rencana dan program kerja;

L. merencanakan dan melaksanakan, penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis pembinaan pengendalian inventaris;

¢. mengorganisasikan, melaksanakan pengumpulan bahan, mengevaluasi
pemberian fasilitasi pengendalian inventaris;

d. merencanakan, mengevaluasi kegiatan pengendalian inventaris;

e, melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan agar berjalan secara maksimal;

f. mengumpulkan dan menganalisis data kegistan Sub Bagian di lingkungan
Bagian Pengendalian Inventaris;

g. memberi pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan,

h. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub
Bagian di lingkungan Bagian Pengendalian Inventaris;

i, mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Pengendalian
Inventaris sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya
memberi penilaian DP3;

;. menghimpun data laporan, program dan menelaah permasalahan yang berkaitan
pengendahan inventaris;

k. mengoreksi dan memberi paraf koordinasi naskah dinas yang dikelola di
lingkungan Bagian Pengendalian inventaris;

| membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

(3) Bagian Pengendalian Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat {1).
membawahkan !
a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
b, Sub Bagian Penataan dan Dokumentasi; -
c. Sub Bagian Penatausahaan Inventans.

SUB BAGIAN
TATA USAHA BIRO

Pasal 140
{1) Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai fungsi menyusun bahan pjﬂmmusan
kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pelaksanaan tata usaha biro.
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{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Sub Bagian Tata
Usaha Biro mempunyai rincian tugas sebagai berikut ;

afsow

o

—

m.

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan ketatausahaan biro;
melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis pengelolaan tata usaha biro:
melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan laporan
kegiatan pengelolaan tata usaha birg;

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan tata usaha
biro secara tepat dan terarah:;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian
Tata Usaha Biro;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Tata Usahs Biro;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kefasama secara harmonis dalam lingkup Biro Perlengkapan;
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapal sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

melaksanakan fugas lain yang diberikan cleh atasan.

SUB BAGIAN
PENATAAN DAN DOKUMENTASI

Pasal 141

(1) Sub Bagian Penataan dan Dokumentasi mempunyai fungsi menyusun bahan
perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan penataan dan
dokumentasi.

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Penataan dan Dokumentasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut

a
b

C.

menyusun rencana dan program kerja; _
menglmpulkan dan menganalisis data penyiapan penataan dokumentasi agar
terpelihara dengan baik; .
melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis pengembangan kegiatan
penataan dan dokumentasi secara tertib dan aman;
melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan
program dan laporan pelaksanaan penataan gekumentasi sesuai dengan
ketentuan,
menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan secara tepat dan t-&‘narah; _
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasia yang mempunyal program kerja terkait, -
menyusun pedoman dan p:tun]uk teknis penyelenggaraan penataan
kumentasi agar mudah pemeliharaannya; :
:‘E:nyusun reniana dan tangkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian

Penataan dan Dokumentasi;
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membuat lelaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya,

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penitaian DP3;

. melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Perlengkapan:

menyusun laparan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

. melaksanakan tugss lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN
PENATAUSAHAAN INVENTARIS

Pasal 142

{1) Sub Bagian Penatausahaan Inventaris mempunyai fungsi menyusun bahan
perumusan kebijakan teknis. fasilitasi penatausahaan inventaris,

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Penatausahaan Inventaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

aoow

™o

e

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data penatausahaan inventaris;

melaksanakan kegiatan telaahan dan kajian teknis penatausahaan inventaris;
melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan laporan
kegiatan pembinaan Sub Bagian Penatausahaan Inventaris;

menyusun rencana keqa dan pelaksanaan kegiatan penatausahaan inventaris;
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait,

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan  kegiatan
penatausahaan inventaris;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan staf lingkup Sub Bagian
Penatausahaan Inventaris;

membuat telaahan staf untuk disjukan kepada atasan sesuai dengan bidang
fugasnya,

menilal prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memhberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama secara harmonis dalam lingkup Biro Perlengkapan; _
menyusun laporan Sub Bagian berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Bagian Keenam
URAIJAN TUGAS STAF AHLI

Pasal 143

(1) Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas

.

o

——

rr_:emhanlu memberikan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan daerah
bidang pemerintahan, hukum dan politik;

membantu memberikan kajian dan telaahan mengenai penyelenggaraan
pemenntahan, hukum dan politik;
membantu memberikan pertimbangan terhadap permasalahan-permasalahan

akiual bidang pemerintahan, hukum dan politk daerah serta menyampaikan
alternatif pemecahannya;

. memantau, menginventarisir dan mengevaluasi permasalahan bidang

pemerintaban, hukum dan politik;

mengadakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan organisasi sosial
politik serta organisasi sosial lainnya untuk terciptanya stabilitas politik daerah;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan;

membuat laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, hukum dan
politik sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan;

{2} Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan mempunyai tugas :

a,

b.

c

—

membantu memberikan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan daerah
bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan,

membanty memberikan kajian dan telaahan mengenal bidang ekonomi
pembangunan dan keuangan;

membantu memberikan pertimbangan terhadap permasalahan-permasalahan
aktual dang ekonomi, pembangunan dan keuanga serta menyampaikan
alternatif pemecahannya;

memantau, menginventarisir dan mengevaluasi permasalahan bidang ekonomi,
permbangunan dan keuangan,

mengadakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait
dalam bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan,

membual laperan hasil pelaksanaan tugas di bidang ekonemi, pembangunan
dan keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan;

(3) Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas :

a3,

b

L=

membanty memberikan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan daerah
bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;

membantu memberikan kajian dan felaahan mengenai bidang kemasyarakatan
dan sumber daya manusia, S

membantu memberikan pedimbangan terhadap permasalahan-permasalahan
aktual bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia serta menyampaikan

alternatif pemecahannya; . .
memantau, menginventarisicr dan mengevaluasi permasalahan  bidang

kemasyarakatan dan sumber daya manusia; _ : .
mengadakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkai

dalam bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
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f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan;
g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang kemasyarakaran dan
sumber daya manusia sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan;

Bagian Ketujuh
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 144
(1) Kelompok  Jabatan Fungsional mempunyai tugas, membantu pimpinan
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat sesuai
dengan keahlian yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku

{2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub Kelompok sesuai dengan
kebutuhan dan keahliannya masing-masing, dipimpin ocleh seorang tenaga
fungsional senior,

{3} Kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat {2) pasal ini
ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
BAB Il
TATA KERJA
Pasal 145

(1) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Para Asisten, Sekda, Staf Ahli, Kepala Biro
dan Kepala Bagian wajib memiliki rencana strategis dan rencana operasional yang
terintegrasi secara sinergis dengan rencana unit kerja lainnya.

(2) Rencana sebagaimsna dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman kepada
Rencana Strategis Daerah dan bersifat transparan, partisipasipatif serta
mempertimbangkan keterbatasan sumber daya.

{3) Asisten Sekda, Staf Ahli, Kepala Biro dan pimpinan unit kefja di lingkungan

Sekretariat Daerah Provingi Papua Barat wajib membuat rencana kera yang
mengacu kepada rencana kerja Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.

e
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Pasal 146
(1) Fimpinan sebagaimana dimaksud pada pasal 145 ayat (3) berkewajiban
mendistribusikan pekerjaannya kepada bawahan secara proporsional.

(2) Setiap bawahan wajib melaksanakan pekerjaan yang diterimanya dengan penuh
tanggung jawab.

Pasal 147
(1) Pimpinan yang dimaksud pada pasal 146 ayat (3) dapat mengadakan rapat dalam
rangka mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaannya kepada bawahan.

(2) Hasil kerja yang telah dikerjakan cleh bawahan harus dievaluasi, dibimbing dan
diarahkan guna mancapai hasil yang maksimal.

{3) Dalam rangka menjamin kelancaran tugas, setiap bawahan dapat memberikan
saran periimbangan kepada atasannya

Pasal 148
Sekretans Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli, Kepala Biro dan pimpinan unit kerja di
lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat wajib melakukan koordinasi, konsultasi
secara vertikal horizontal, diagonal dan fungsional dengan lembaga/satuan kerja terkait
guna dicapai keserasian dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 149
Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli, Kepala Biro, Kepala Bagian waijib
menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan bidang tugasnya kepada
atasan secara berjenjang.

Pasal 150
(1) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan Staf Ahli Gubernur bertanggungjawab
kepada Gubernur

(2) Asisten Sekda bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Biro benanggungjawab kepada Sekda melalul Asisten Sekda.

(4) Kepala Bagian bertanggungjawab kepada Kepala Biro dalam lingkungannya.

(5) Kepala Sub Bagian bertanggungjawab kepada Kepala Bagian dalam lingkungannya.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 151
Peraturan Gubernur ini mulat berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernu
ini dengan penampatannya dalam Berita Daerah Provinst Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 16 Maret 2008

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAPITTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwar
pada tanggal 17 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAFMTD

GEORGE CELCIUS AUPARAY

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHLUIN 2003 NOMOR 04

Uniuk 'E:le'I.:lI'I- yang sah sesual aslinga

a.n. EEHEETARI‘E.HAEHAH PROVINSI PAPUA BARATY

“Pembina Tk. |
-~ NP, 640 041 159

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada ¥th.

1. Mentan Dalam Megeri di Jakaria;

2. Kenkon Mogera Pendayegunaan Aparaiur hoegara di Jokarky

A Helua DPRD Prwinsi Fapus Barat;

d. Para Kepala Parangkat Dasmah di lingkungan Pemedisiah Provins Papua Baral,
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